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RINGKASAN

Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV.
Kecantikan; Dewi Rahma Puspita, 160903101021; 2019: 116 halaman; Program
Studi Diploma 11 Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan
[Imu Politik Universitas Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah penghasilan yang
dikenakan atas peredaran bruto tertentu. Pajak penghasilan tersebut diatur lebih
lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu merupakan Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Badan berbentuk
koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memperoleh
penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat
milliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Tujuan dari adanya
peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan
perpajakan, mengajak masyarakat untuk tertib administrasi, dan untuk
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Tujuan penulis melaksanakan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 4
Ayat (2) dengan peredaran bruto tertentu pada CV. Kecantikan. Karena didalam
CV. Kecantikan tersebut terdapat objek pajak badan usaha yang memiliki peredaran
bruto tertentu. Sehingga penulis memperoleh gambaran secara nyata Prosedur
Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).

Bendahara CV. Kecantikan melakukan penghitungan omzet usaha perbulan
terlebih dahulu, lalu untuk menghitung pajak terutang omzet perbulan dikalikan
dengan tarif pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%.
Setelah melakukan penghitungan pajak terutang perbulan, Bendahara CV.
Kecantikan melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan e-billing untuk

membuat cetakan kode billing yang digunakan untuk penyetoran ke bank atau
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kantor pos. Untuk pelaporan SPT Masa sudah tidak perlu lagi melapor karena Wajib
Pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan telah dianggap
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan
tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat
Setoran Pajak.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 446/UN25.1.2/SP/20109,
Diploma I11 Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas IImu Sosial dan IImu

Politik, Universitas Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
baik materiil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu
banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pajak mempunyai
kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara salah satunya untuk
pembangunan. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2016:1), adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang — undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu
Pajak Pusat dan Pajak daerah. Menurut Resmi (2017:8), pajak pusat adalah pajak
yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara pada umumnya. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak
provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82).
Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota, dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018),
bahwa target pendapatan negara di tahun 2018 merupakan target yang optimal
namun tetap terealisasi. Penerimaan Perpajakan APBN 2019 ditargetkan sebesar
Rp 1.786,4 trilliun atau tumbuh 15,4 persen dari outlook APBN tahun 2018
dengan tax ratio sekitar 12,2 persen. Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap
total pendapatan negara naik menjadi 82,5 persen. Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) tahun 2019 ditargetkan Rp 378,3 trilliun atau tumbuh 8,3 persen
dari outlook APBN 2018. Salah satu penerimaan pajak terbesar yaitu salah
satunya dari pajak penghasilan. PPN Impor tumbuh 24,50 persen; PPh Pasal 21
tumbuh 17,15 persen; PPN Dalam Negeri tumbuh 16,15 persen; PPh Final
tumbuh 12,64 persen; PPh Orang Pribadi tumbuh 10,58 persen; dan PPh Badan
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tumbuh 7,74 persen. Dimana penerimaan pendapatan pajak penghasilan ini
diharapkan dapat terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan
Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak
Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29,
dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pemerintah baru saja melakukan suatu
terobosan baru dengan adanya perubahan tarif dan Peraturan Pemerintah terbaru
terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang
bersifat final. Definisi pajak penghasilan bersifat final adalah penghasilan yang
tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada
akhir tahun pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak
penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2018), Pada pertengahan
tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013. Peraturan ini sejatinya ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Indonesia sebab peraturan ini mengatur pengenaan pajak
untuk Wajib Pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu
tahun. Salah satu alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan
perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang. Prokontra terkait
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sendiri juga telah lama
berdengung. Aspek keadilan merupakan salah satu kontra yang sering disoroti
mengingat pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
termasuk dalam pajak final. Pajak yang bersifat final tidak memandang apakah
hasil akhir dari usaha Wajib Pajak tersebut laba atau rugi, sepanjang Wajib Pajak
memiliki omzet maka Wajib Pajak harus membayar pajak. Dalam kondisi akhir
penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP), Wajib Pajak orang pribadi UMKM tetap membayar pajak sedangkan
Wajib Pajak orang pribadi karyawan tidak.
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Wajib Pajak mengeluh terkait tarif satu persen dari omzet tersebut,
sehingga akhirnya pemerintah mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak
bagi Wajib Pajak UMKM. Pemerintah awalnya mengajukan usul penurunan tarif
pajak menjadi 0,25 persen dari omzet. Namun, setelah melakukan beberapa kali
rapat dengan menteri terkait, pemerintah sepakat untuk hanya diberikan sampai
0,5 persen karena penerimaan negara dapat mengalami penurunan yang signifikan
dalam jangka pendek. Direktur Jenderal Pajak memperkirakan bahwa negara
dapat kehilangan penerimaan Rp 1.000.000.000.000 s.d. Rp 1.500.000.000.000 di
tahun 2018 karena penyesuaian tarif baru Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,
menegaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang
dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat
milliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

CV. Kecantikan adalah badan usaha yang bergerak di bidang Klinik
kecantikan, kefarmasian, dan skincare. Dalam 3 (tiga) bidang ini, pada tahun 2018
(satu masa pajak) peredaran bruto CV. Kecantikan sebesar Rp 1.983.999.699
dengan masa pajak Januari sampai dengan Juni menggunakan tarif 1% yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp 856.101.980 dan
masa pajak Juli sampai dengan Desember menggunakan tarif terbaru yaitu 0,5%
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Rp
1.127.897.719. CV. Kecantikan merupakan subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat
(2) huruf e atas penghasilan tertentu dengan omzet dibawah Rp 4.800.000.000 dan
berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tata cara
penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari
usaha yang diterima CV. Kecantikan yang memiliki peredaran bruto tertentu
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018.

Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis memilih CV. Kecantikan yang
dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e atas penghasilan tertentu yang

diterima Wajib Pajak. CV. Kecantikan merupakan perusahaan yang cocok dalam
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kriteria penulisan Tugas Akhir ini dikarenakan perusahaan telah memakai
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 untuk pajak penghasilan yang bersifal
final. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penulisan Tugas Akhir. Berikut data

penerimaan penghasilan CV. Kecantikan dalam tahun 2018:

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Peredaran Bruto Tahun 2018

No Bulan Peredaran Bruto
1 Januari Rp 101.101.990,00
2 Februari Rp 184.840.389,00
3 Maret Rp 110.493.200,00
4 April Rp 157.469.555,00
5 Mei Rp 150.017.630,00
6 Juni Rp 152.179.216,00
7 Juli Rp 211.590.880,00
8 Agustus Rp 188.663.360,00
9 September Rp 172.423.900,00
10 Oktober Rp 193.654.425,00
11 November Rp 128.156.508,00
12 Desember Rp 233.408.646,00
Jumlah Peredaran Bruto Rp 1.983.999.699,00

Sumber : Data Keuangan CV. Kecantikan (2018)

Berdasarkan data diatas CV. Kecantikan termasuk kedalam kriteria yang
dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e yang memiliki peredaran bruto
dibawah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan demikian CV.
Kecantikan wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri
dengan menggunakan tarif terbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018 vyaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto sebulan. Dengan adanya
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang sangat menarik untuk dibahas
dalam Tugas Akhir ini dikarenakan belum pernah dijadikan topik dalam Tugas
Akhir dimana Peraturan ini merupakan peraturan terbaru pemerintah yang baru
berjalan mulai bulan Juli 2018, mendorong penulis untuk mengangkat judul
tentang “Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV.

Kecantikan”


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka pokok permasalahan Tugas
Akhir ini adalah “Bagaimanakah Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak
Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada
CV. Kecantikan?”

1.3  Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

Laporan tugas akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan
oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma Il Perpajakan
Fakultas llmu Sosial dan Illmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan

dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu :

1.3.1 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui
Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan.

1.3.2 Manfaat Tugas Akhir
a. Bagi Mahasiswa

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempratekkan
teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan;

2. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan
dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh saat
melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

3. Meningkatkan keahlian di bidang perpajakan, ilmu pengetahuan serta
dapat memahami aplikasi ilmu yang diterapkan di perusahaan/ instansi.

b. Bagi Universitas Jember
1. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu

pada lingkungan universitas;
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2. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada
perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi
Diploma Il Perpajakan.

c. Bagi CV Kecantikan

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan
Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi
maupun bersifat organisasi;

2. Membantu perusahaan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan

pajak penghasilan 4 ayat (2).
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari
berbagai macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan prosedur dan
pelaporan pajak Penghasilan Badan Usaha dengan menggunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2.1  Pengertian Prosedur, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), Prosedur adalah tahap
kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sedangkan penghitungan adalah
proses, cara, perbuatan menghitung. Sedangkan penyetoran adalah proses, cara,
perbuatan menyetor(kan) ,pembayaran, pemasukan dan Pelaporan adalah proses,

cara, perbuatan melaporkan.

2.2 Perpajakan
2.1.1 Pengertian Pajak
Definisi Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan Definisi Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3),
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.
Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terdapat unsur:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.
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2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah,

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public

investment.

2.2.2 Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2016:3), yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara,
pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti
salah satunya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Fungsi Mengatur (Regularend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar
bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur
adalah:

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan
Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang
mewah. Semakin mewah barang akan semakin tinggi tarif pajaknya yang
tujuannya agar masyarakat mengurangi gaya hidup mewah;

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang
memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak)
yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan;

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong
mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar

devisa negara;
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4)

5)

6)

Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu
seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan
agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat
mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan);
Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan
untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia;

Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar

menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

1.

3.

4.

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni
dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan
Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.

Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
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Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga

lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

a. Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif;

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu
10%; dan

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan

maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5), terdapat beberapa teori yang menjelaskan

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1.

Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu
premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya

pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
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a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang
dimiliki seseorang

b.  Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang
harus dipenuhi.

Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:6), hukum pajak mempunyai

kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1.

Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu
lainnya

Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

a. Hukum Tata Negara

b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)

c. Hukum Pajak

d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.
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2.2.6 Hukum Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:7), Hukum pajak mengatur hubungan antara
pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada

2 macam hukum pajak yakni:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa
yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif),
segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum
antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum
materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum
ini memuat antara lain:

a. Tata cara penyelenggaran (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak
mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang
pajak.

c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan
pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan
banding.

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2.7 Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:7), Terdapat berbagai macam kelompok pajak,
yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, antara lain:
1. Menurut golongannya
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.
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Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut lembaga pemungutannya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
(1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.

2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:8), Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel
pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.
1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka
objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru
dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan

yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
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Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada

penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.

Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru yang dapat diketahui pada akhir

periode, sehingga:

(1) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada
akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah
kas yang memadai; dan

(2) Semua Wajib Pajak akan membayar pada akhir tahun sehingga jumlah
uang beredar secara makro akan berpengaruh.

. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai
contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap
sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini,
berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat
ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan,
tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran
pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau
mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah
pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya
sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan
yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan
sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan,

Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika

besarnya sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut

anggapan kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun
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dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan
dengan hutang pajak yang lain.
2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik
penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib
Pajak berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak
dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya
baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia, tetapi
bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian,
berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
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b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu
menghitung pajak, mampu memahmi undang-undang perpajakan yang
sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari
akan arti membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan
untuk :
(1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
(2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
(3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
(4) Melaporkan sendiri jJumlah pajak yang terutang; dan
(5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak
banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada
Wajib Pajak).

c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan
lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada pihak ketiga yang ditunjuk.
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2.2.9 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2016:12), Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang

pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

1.

Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya
undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif
menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self
assessment system.

Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya
surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah
seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar,
dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan
pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment

system.

2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2016:12), Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika

terjadi hal-hal sebagai berikut:

1.

Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh
pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh
Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).
Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi
karena kelebihan pembayaran pajak.

Kedaluwarsa

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu
tertentu suatu utang pajak tidak dapat ditagih oleh pemungutnya, utang pajak
tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.
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Utang pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun,
terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pembebasan/Penghapusan

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus
karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi
memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena Wajib Pajak

mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.2.11 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2016:14), Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang

diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat

berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif

tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif

(menurun).

1.

Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun
besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea
meterai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa
pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000. Bea meterai juga dikenakan
atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam
peraturan tentang Bea Meterai.

Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap
terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan
pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara
proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada
PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2%
untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1)
b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya);

dan lain-lain.
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Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat
dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh : Pasal 17

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk Wajib Pajak orang pribadi

dalam negeri:
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 25%
Di atas Rp500.000.000,00 30%

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Tarif Degresif (Menurun)
Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin

meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2.12 Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak menurut Mardiasmo

(2016:15) yaitu:

1.
2.

Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Objek Pajak, adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi

maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.
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2.3 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pengenaan terhadap subjek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh
penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam
Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat
pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban

pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi
Subjek Pajak adalah:
1. Orang Pribadi;

a. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri yaitu orang pribadi yang
bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat
bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak orang pribadi luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Subjek Pajak badan terdiri dari :
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Subjek Pajak badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau

bertempat tinggal di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah

yang memenuhi Kkriteria:

(1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

(2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan

(4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Subjek Pajak badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia, yang dapat berupa:

a.

=3

o o

> @ o oo

Tempat kedudukan manajemen;
Cabang perusahaan;

Kantor perwakilan;

Gedung kantor;

Pabrik;

Bengkel,

Gudang;

Ruang untuk promosi dan penjualan;

Pertambangan dan penggalian sumber alam;
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J.  Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

I. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan;

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas;

0. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tdak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,
atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan

kegiatan usaha melalui internet.

2.3.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Yang tidak

termasuk subjek pajak adalah:

1.
2.

Kantor perwakilan negara asing

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota

Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
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a. Bukan warga negara Indonesia
b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan di Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan
Berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36

Tahun 2008, Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

3. Labausaha;

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau
anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apapun;

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
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dengan usaha, pekerjaaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan; dan

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagiaan atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

Penerimaan atau memperoleh pembayaran berkala;

Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

Premi asuransi;

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;

Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

Surplus Bank Indonesia.
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2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Yang

dikecualikan dari objek pajak adalah:

1.

a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima dan diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuka tau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui
di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
diasahkan oleh pemerintah dan yang diterima olejh penerima yang berhak,
yang ketentuan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan, di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
Warisan;

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib
Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib
Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan
norma perhitungan khusus (deemed profit);

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa;

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
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a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor;

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai;

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana

dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan

keputusan Menteri Keuangan;

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
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13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut Halim dkk (2014:303), Pajak penghasilan bersifat final adalah
pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak
penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan yang bersifat final
terdiri dari:

1. Penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi;

2. Penghasilan berupa hadiah undian;

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh
perusahaan modal ventura;

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
bangunan;

5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

2.4 Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
2.4.1 Dasar Hukum
Dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
huruf e atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur lebih lanjut
sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu;
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang
pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang tata cara
penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2.4.2 Subjek Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1),

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak

Penghasilan final merupakan:

1.
2.

Wajib Pajak orang pribadi; dan
Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau
perseroan terbatas,

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak

melebihi Rp 4.800.000.000 (empat milliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu)

Tahun Pajak.

2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang tidak termasuk

Wajib Pajak dalam hal:

1.

2.

3.

Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal
17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak
Penghasilan;

Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang
dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian
khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan
bebas;

Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
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a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun
berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap

2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang tidak

termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas;

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang
atau telah dibayar di luar negeri;

3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.4.5 Tarif Pajak dan Jangka Waktu Pengenaan Pajak Penghasilan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, besarnya tarif
Pajak Penghasilan yang bersifat final yang peredaran bruto tidak melebihi Rp
4.800.000.000 (empat milliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak
sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu
paling lama:
1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi,
persekutuan komanditer, atau firma; dan

3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
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Jangka waktu ini terhitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi
Wajib Pajak yang terdaftar sejak atau sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 ini.

2.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan
Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak
Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau
nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha,
sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
Adapun Pajak Penghasilan Terutang dihitung berdasarkan tarif pajak

dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

PPh Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= 0,5% x Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan

2.4.7 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018
batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final sebagai berikut:

1. Wajib Pajak wajib menyetor pajak terutangnya sendiri ke kantor pos atau bank
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran
Pajak, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
Berakhir

2. Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak penghasilan wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah Masa Pajak Berakhir

3. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan telah
dianggap menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai

dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum
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pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan Surat Setoran Pajak.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

3.1 Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Tugas Akhir
3.1.1 Lokasi Tugas Akhir

Pelaksanaan Tugas Akhir dilakukan di CV. Kecantikan yang berlokasi di JI.
Sentot Prawirodirjo No. 18 Kota Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir

Jadwal pelaksanaan Tugas Akhir sesuai dengan surat tugas nomor
446/UN25.1.2/SP/2019 yaitu dimulai dari tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan
tanggal 09 Maret 2019 di CV. Kecantikan.

Adapun kegiatan Tugas Akhir ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di CV.

Kecantikan yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Tugas Akhir di CV. Kecantikan

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
Senin s.d. Kamis 09.00 - 17.00 12.00 — 13.00
Jumat 09.00 - 17.00 11.30 -13.00
Sabtu 09.00 — 17.00 12.00 - 13.00
Minggu Libur Libur

Sumber : CV. Kecantikan (2019)

3.1.3 Pelaksanaan Tugas Akhir

Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh
mahasiswa Program Studi Diploma 11l Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas
Aknhir apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Studi Diploma 111
Perpajakan.

Pelaksanaan Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu
dan teori yang telah diperolen mahasiswa selama dibangku perkuliahan.
Pelaksanaan Tugas Akhir ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintah, perusahaan
milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan

dari instansi yang bersangkutan. Tugas Akhir ini dilaksanakan sesuai dengan
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kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua

Jurusan.

Tugas Akhir yang dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan yaitu

sebagai berikut:

1.

Pemograman

Sebelum melaksanakan Tugas Akhir, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan
pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) dan mata kuliah yang akan ditempuh
yaitu Praktek Kerja Nyata dan laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.
Pembekalan

Tahap awal Tugas Akhir, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang
diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur
Tugas Akhir dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Tugas Akhir.

Penentuan Lokasi Tugas Akhir

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Tugas Akhir diberi
kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Tugas Akhir yaitu
antara lain Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Swasta dimana
selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Tugas Akhir masing-
masing yang telah ditentukan.

Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Tugas
Akhir sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi.
Apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya
memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas
ke instansi.

Surat balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima
mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas di
bagian akademik Program Studi Diploma I11 Perpajakan.

Praktek Tugas Akhir

Mahasiswa melakukan praktek Tugas Akhir di instansi yang telah disetujui

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (30 hari kerja).
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3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Akhir
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Tugas Akhir di CV. Kecantikan terdapat 3 (tiga) jenis
usaha yang utama yaitu Klinik Kecantikan, Kefarmasian, dan Penjualan Produk
Skincare Kecantikan. Pada pelaksanaan Tugas Akhir akan dibuat Laporan Tugas
Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak
Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada
CV. Kecantikan”. Sehingga pada pelaksanaan Tugas Akhir, penulis ditempatkan
pada bagian Perpajakan pada CV. Kecantikan. Berikut kegiatan yang berkaitan
dengan judul tersebut, diantaranya: Membuat daftar jumlah peredaran bruto serta
merekap jumlah peredaran bruto setiap bulan untuk dilakukan penghitungan,
penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang melalui e-Billing, dimana hal

tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir Penulis.
3.2.2 Kegiatan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir
Selama pelaksanaan Tugas Akhir, penulis melaksanakan beberapa kegiatan

yang ada di CV. Kecantikan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir

No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan

(@) (b) © (d)

1. Senin, 04 a. Perkenalan a. Dapat berkenalan
Februari b. Memahami dan dengan seluruh
2019 menyiapkan apa saja pajak karyawan CV.

yang ada di CV. Kecantikan
Penanggung Kecantikan b. Dapat memahami dan
Jawab: Dewi membuat formulir-
Pratiwi formulir yang berkaitan

dengan pajak
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No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan

(@) (b) (© (d)

2. Selasa, 05 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan Januari 2018 untuk Kecantikan selama

dilakukan akumulasi bulan Januari 2018
Penanggung jumlah peredaran bruto b. Dapat mengetahui
Jawab: Dewi tahun 2018 jumlah pajak terutang
Pratiwi b. Menghitung besarnya CV. Kecantikan bulan
pajak terutang PPh 4 ayat Januari 2018 setelah
(2) bulan Januari 2018 dikalikan dengan tarif
pajak

3. Rabu, 06 a. Membuat Daftar a. Dapat mengetahui
Februari Inventaris perseroan : inventaris yang
2019 - Nama Barang dimiliki CV.

- Jumlah Unit Kecantikan dengan
Penanggung - Tahun Perolehan tujuan memisahkan
Jawab: Dewi - Harga Perolehan harta pribadi dengan
Pratiwi - Total Harga Perolehan perseroan
- Keterangan b. Dapat mengetahui
b. Menginventaris harta atau harta yang dimiliki
aset perseroan : perseroan guna untuk
a. Persediaan pelaporan pajaknya
b. Aset tetap
- Perlengkapan
- Peralatan
- Mesin
- Bangunan / Gedung
c. Memberikan isian
formulir kepada pemilik
perseroan, berupa formulir
isian daftar harta dan
kewajiban/hutang dalam
rangka untuk melaporkan
kewajiban perpajakannya
disamping harta perseroan
yang dimiliki :
- Uang tunai
- Tabungan/ Giro
- Aset diluar perusahaan
- Bukti-bukti potong

4. Kamis, 07 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan Februari 2018 untuk Kecantikan selama

dilakukan akumulasi

bulan Februari 2018
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sse3.pajak.go.id

. Menginput :

- NPWP Perseroan
- Password DJP

- Jenis Pajak

- Jenis Setoran

- Masa Pajak

- Tahun Pajak

- Jumlah Setor

No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan
(@) (b) (© (d)
Penanggung jumlah peredaran bruto b. Dapat mengetahui
Jawab: Dewi tahun 2018 jumlah pajak terutang
Pratiwi . Menghitung besarnya CV. Kecantikan bulan
pajak terutang PPh 4 ayat Februari 2018 setelah
(2) bulan Februari 2018 dikalikan dengan tarif
pajak
5. Jumat, 08 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan Maret 2018 untuk Kecantikan selama
dilakukan akumulasi bulan Maret 2018
Penanggung jumlah peredaran bruto b. Dapat mengetahui
Jawab: tahun 2018 jumlah pajak terutang
Dewi Pratiwi  b. Menghitung besarnya CV. Kecantikan bulan
pajak terutang PPh 4 ayat Maret 2018 setelah
(2) bulan Maret 2018 dikalikan dengan tarif
pajak
6. Sabtu, 09 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan April 2018 untuk Kecantikan selama
dilakukan akumulasi bulan April 2018
Penanggung jumlah peredaran bruto b. Dapat mengetahui
Jawab: Dewi tahun 2018 jumlah pajak terutang
Pratiwi . Menghitung besarnya CV. Kecantikan bulan
pajak terutang PPh 4 ayat April 2018 setelah
(2) bulan April 2018 dikalikan dengan tarif
pajak
7. Senin, 11 a. Menghitung pajak a. Dapat mengetahui
Februari terutang dari Peredaran peredaran bruto
2019 Bruto atau Penjualan perseroan setiap bulan
bulan Januari 2019 Khususnya bulan
Penanggung . Membuat kode Billing Januari 2019
Jawab: Dewi melalui website b. Dapat membuat kode
Pratiwi djponline.pajak.go.id atau Billing Pajak dengan

tujuan membantu
perseroan dalam hal
melakukan penyetoran
pajak bulan Januari
2019
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Pratiwi

No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan

(@) (b) (©) (d)

8. Selasa, 12 a. Membuat Daftar Checklist a. Dapat merekap dan
Februari untuk merekap PPh Final mengecek benar
2019 PP 46 Tahun 2013 dan PP tidaknya pembayaran

23 Tahun 2018 selama yang telah dilakukan
Penanggung tahun pajak 2018. selama tahun pajak
Jawab: Dewi - Kode Jenis Pajak 2018, baik kode jenis
Pratiwi - Jenis setoran pajak maupun jenis
- Masa Pajak setoran yang telah
- Jumlah Setoran disetor berguna apabila
- Tanggal Setoran ada kesalahan kode
- NTPN pembayaran untuk
b. Mengoreksi Kode Jenis segera
Pajak, Jenis Setoran, Masa dipindahbukukan
Pajak, Jumlah Setoran, b. Dapat mengetahui
Tanggal Setoran serta jumlah denda
NTPN keterlambatan
c. Mengetahui denda pembayaran pajak
keterlambatan perseroan
pembayaran pajak selama
tahun pajak 2018

9. Rabu, 13 a. Membuat Daftar PPN a. Dapat
Februari Pembelian dan Penjualan mendokumentasikan
2019 perseroan : Faktur Pembelian atas

- Bulan pembelian bahan
Penanggung - Tanggal produk
Jawab: Dewi - Nomor Faktur Seri . Dapat
Pratiwi - Harga Beli mendokumentasikan
- Potongan Faktur Penjualan atas
- Uang Muka penjualan produk
- DPP . Dapat mengetahui
- PPN Masukan jumlah PPN Masukan
- Jumlah yang dibayar yang diterima oleh
b. Merekap Faktur PPN dari perseroan
tahun 2017 sampai 2018 :
- Pembelian
- Penjualan

10. Kamis, 14 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan Mei 2018 untuk Kecantikan selama

dilakukan akumulasi bulan Mei 2018
Penanggung jumlah peredaran bruto b. Dapat mengetahui
Jawab: Dewi tahun 2018 jumlah pajak terutang

CV. Kecantikan bulan
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No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan
(@) (b) (© (d)
b. Menghitung besarnya Mei 2018 setelah
pajak terutang PPh 4 ayat dikalikan dengan tarif
(2) bulan Mei 2018 pajak
11. Jumat, 15 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan Juni 2018 untuk Kecantikan selama
dilakukan akumulasi bulan Juni 2018
Penanggung jumlah peredaran bruto b. Dapat mengetahui
Jawab: Dewi tahun 2018 jumlah pajak terutang
Pratiwi b. Menghitung besarnya CV. Kecantikan bulan
pajak terutang PPh 4 ayat Juni 2018 setelah
(2) bulan Juni 2018 dikalikan dengan tarif
pajak
12. Sabtu, 16 a. Membuat e-SPT PPh 21 a. Dapat menginput data
Februari bulan Januari 2019 PPh 21 bulan Januari di
2019 - Menginput daftar e-SPT
pemotongan pajak b. Dapat melaporkan PPh
Penanggung (1721-1) satu masa pajak 21 atas gaji pegawali
Jawab: Dewi - Mengisi jumlah pegawai selama satu masa pajak
Pratiwi dan jumlah penghasilan
bruto
- SPT Induk
- Pelaporan SPT dalam
bentuk csv
b. Pelaporan SPT PPh 21
bulan  Januari 2019
melalui e-filling
djponline.pajak.go.id
13. Senin, 18 a. Membuat daftar a. Dapat mengetahui
Februari rekapitulasi kas kecil biaya-biaya yang
2019 - Biaya Pengiriman dikeluarkan oleh
- Biaya Promosi (Iklan) perseroan
Penanggung - Biaya Peralatan b. Dapat
Jawab: - Biaya Alat Tulis Kantor mendokumentasikan
Dewi Pratiwi - Biaya Kendaraan total biaya  yang
- Biaya Beli Bahan Baku dikeluarkan oleh
- Biaya Listrik, Air, dan perseroan guna untuk
Telepon mengisi di laporan

- Biaya Bangunan
Menginput  pengeluaran
yang dilakukan oleh CV.
Kecantikan

keuangan laba rugi
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No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan

(@) (b) (© (d)

14. Selasa, 19 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan Juli 2018 untuk Kecantikan selama

dilakukan akumulasi bulan Juli 2018
Penanggung jumlah peredaran bruto b. Dapat mengetahui
Jawab: Dewi tahun 2018 jumlah pajak terutang
Pratiwi . Menghitung besarnya CV. Kecantikan bulan
pajak terutang PPh 4 ayat Juli 2018  setelah
(2) bulan Juli 2018 dikalikan dengan tarif
pajak

15. Rabu, 20 a. Membuat Daftar a. Dapat  menyusutkan
Februari penyusutan : harta perseroan berupa
2019 - Nama Barang alat-alat serta

- Jumlah Unit perlengkapan
Penanggung - Tahun Perolehan perseroan
Jawab: Dewi - Total Harga Perolehan . Dapat mengetahui
Pratiwi - Masa Manfaat barang apa saja yang

- Metode Penyusutan disusutkan guna untuk

- Tahun Penyusutan keperluan perpajakan

- Tarif Penyusutan dan arsip perseroan

- Cara Perhitungan

Penyusutan

- Biaya Penyusutan

- Nilai Sisa Buku

16. Kamis, 21 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan Agustus 2018 untuk Kecantikan selama

dilakukan akumulasi bulan Agustus 2018
Penanggung jumlah peredaran bruto b. Dapat mengetahui
Jawab : Dewi tahun 2018 jumlah pajak terutang
Pratiwi . Menghitung besarnya CV. Kecantikan bulan
pajak terutang PPh 4 ayat Agustus 2018 setelah
(2) bulan Agustus 2018 dikalikan dengan tarif
pajak

17. Jumat, 22 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Februari penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan CV.
2019 bulan September 2018 Kecantikan selama

untuk dilakukan bulan September 2018
Penanggung akumulasi jumlah b. Dapat mengetahui
Jawab: Dewi peredaran bruto tahun jumlah pajak terutang
Pratiwi 2018 CV. Kecantikan bulan

September 2018
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No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan
(@) (b) (© (d)
. Menghitung besarnya setelah dikalikan
pajak terutang PPh 4 ayat dengan tarif pajak
(2) bulan September 2018
18. Sabtu, 23 a. Menghitung : . Dapat mengetahui
Februari - Stock Opname perseroan mengalami
2019 s.d. 01 - Peredaran Bruto tahun laba atau rugi
Maret 2019 2018 . Dapat mengetahui
- Beban Penjualan jumlah aset  dan
Penanggung -Biaya Umum  dan kewajiban perseroan
Jawab: Dewi Administrasi
Pratiwi - Biaya lainnya
- Aset Lancar
- Aset Tetap
- Kewajiban
- Modal
. Menghitung laba ditahan
19. Sabtu, 02 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Maret 2019 penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan dan
bulan Oktober 2018 untuk pajak terutang CV.
Penanggung dilakukan akumulasi Kecantikan selama
Jawab: Dewi jumlah peredaran bruto bulan Oktober 2018
Pratiwi tahun 2018 . Dapat mengerti cara
. Menghitung besarnya menginput data
pajak terutang PPh 4 ayat penyusutan ke dalam e-
(2) bulan Oktober 2018 SPT badan
. Mengisikan data c. Dapat mengetahui
penyusutan ke e-SPT jumlah penyusutan
badan menurut perpajakan
20. Senin, 04 a. Menghitung pajak a. Dapat mengetahui
Maret 2019 terutang dari Peredaran peredaran bruto
Bruto atau Penjualan perseroan setiap bulan
Penanggung bulan Februari 2019 Khususnya bulan
Jawab: Dewi b. Membuat kode Billing Februari 2019
Pratiwi melalui website b. Dapat membuat kode

djponline.pajak.go.id atau
sse3.pajak.go.id

. Menginput :

- NPWP Perseroan
- Password DJP

- Jenis Pajak

- Jenis Setoran

- Masa Pajak

- Tahun Pajak

Billing Pajak dengan
tujuan membantu
perseroan dalam hal
melakukan penyetoran
pajak bulan Februari
2019
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No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan
(@) (b) (© (d)
- Jumlah Setor
21. Selasa, 05 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Maret 2019 penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan dan
bulan November 2018 pajak terutang CV.
Penanggung untuk dilakukan Kecantikan selama
Jawab: Dewi akumulasi jumlah bulan November 2018
Pratiwi peredaran bruto tahun b. Dapat menginput data
2018 PPh 21 bulan Februari
b. Menghitung besarnya di e-SPT
pajak terutang PPh 4 ayat c. Dapat melaporkan PPh
(2) bulan November 2018 21 atas gaji pegawai
c. Membuat e-SPT PPh 21 selama satu masa pajak
bulan Februari 2019
- Menginput daftar
pemotongan pajak
(1721-1) satu masa pajak
- Mengisi jumlah pegawai
dan jumlah penghasilan
bruto
- SPT Induk
- Pelaporan SPT dalam
bentuk csv
d. Pelaporan SPT PPh 21
bulan  Februari 2019
melalui e-filling
djponline.pajak.go.id
22. Kamis, 07 a. Mengisi lampiran khusus : a. Dapat mengetahui tata
Maret 2019 - Daftar Penyusutan dan cara pengisian SPT
Amortisasi Fiskal Tahunan 1771 atas
Penanggung - TranskipKutipanElemen- Badan Usaha dan
Jawab: Dewi Elemen dari Laporan tahapan pelaporannya
Pratiwi Keuangan b. Dapat memahami cara

b.

Mengisi formulir SPT
1771 :

- Lampiran VI

- Lampiran V

- Lampiran IV

- Lampiran 111

- Lampiran 1l

- Lampiran |

- Induk SPT 1771

pelaporan melalui e-
filling
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No Waktu Kegiatan Hasil kegiatan
Pelaksanaan
(@) (b) (© (d)
. Pelaporan melalui e-
filling di website
djponline.pajak.go.id
23. Jumat, 08 a. Merekap data terkait a. Dapat mengetahui
Maret 2019 penjualan CV. Kecantikan jumlah penjualan dan
bulan Desember 2018 pajak terutang CV.
Penanggung untuk dilakukan Kecantikan selama
Jawab: Dewi akumulasi jumlah bulan Desember 2018
Pratiwi peredaran bruto tahun b. Dapat mengetahui tata
2018 cara pengisian SPT
. Menghitung besarnya Tahunan 1770 atas

. Mengisi

. Melampirkan

. Pelaporan

pajak terutang PPh 4 ayat
(2) bulan Desember 2018
formulir  SPT
1770

- Lampiran IV

- Lampiran 111

- Lampiran 11

- Lampiran |

- SPT Induk

Laporan
Keuangan serta Daftar
Jumlah Peredaran Bruto
perusahaan

melalui  e-
filling di website
djponline.pajak.go.id

Orang Pribadi dan
tahapan pelaporannya

24. Sabtu, 09
Maret 2019

Penanggung
Jawab: Dewi
Pratiwi

. Evaluasi kegiatan selama

magang

. berpamitan kepada
seluruh staff CV.
Kecantikan

a. Dapat mengetahui
kekurangan apa saja
yang dilakukan dalam
pekerjaan guna untuk
bahan pertimbangan di
masa yang akan datang

b. Lebih mengenal
bagaimana aspek
perpajakan pada
perusahaan
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3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu data kuantitatif dan
data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa angka atau
simbol. Data kuantitatif pada pelaksanaan Tugas Akhir ini berupa daftar jumlah
peredaran bruto tahun 2018, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018, serta bukti
pembayaran pajak per bulan melalui e-Billing. Data kualitatif adalah data yang
berupa kalimat verbal bukan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif berupa

hasil wawancara dan diskusi.

3.3.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam Pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah

sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari CV. Kecantikan. Data
primer diperoleh dari data-data terkait dengan perhitungan, penyetoran,
pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan peredaran bruto
tertentu seperti Daftar Jumlah Peredaran Bruto 2018, Bukti Setor Pajak
Penghasilan yang bersifat Final.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan
yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Undang-undang,

peraturan pemerintah, buku, artikel, internet, dan lain-lain.

3.4  Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir
ini adalah:
a. Observasi
Dalam laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan pengumpulan data
dengan cara observasi. Menurut Semiawan (2010;112), observasi berarti

mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat
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berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi
antara manusia.

Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya
jawab nasasumber. Adapun wawancara yang dilakukan dengan narasumber
yaitu Ibu Prihani Dwi Kartikaningrum selaku direktur CV. Kecantikan

Studi Pustaka

Studi pustaka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan
menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang
berhubungan dengan laporan Tugas Akhir.

Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumen
yang didapat oleh penulis berupa jumlah daftar peredaran bruto 2018, bukti

setor pajak penghasilan yang bersifat final.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5.1

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka Prosedur Penghitungan dan

Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 pada CV. Kecantikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

5.2

CV. Kecantikan melakukan penghitungan yang didasarkan besarnya jumlah
peredaran bruto usaha setiap bulannya, yang nantinya besarnya jumlah
peredaran bruto tersebut dikalikan dengan tarif pajak final sebesar 0,5% untuk
menghitung besarnya pajak terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018.

Penyetoran yang dilakukan CV. Kecantikan dengan menggunakan e-Billing
melalui www.sse2.pajak.go.id dengan jenis pajak 411128 dan jenis setoran 420
untuk mendapatkan kode billing yang dijadikan untuk penyetoran ke bank
persepsi,kantor pos atau melalui Mobile Banking. Setoran pajak diakui setelah
mendapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1.

Terkait kewajiban perpajakan dalam melakukan penghitungan, penyetoran,
dan pelaporan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) sudah baik sesuai
dengan peraturan perpajakan. Hal ini harus dipertahankan kewajiban
perpajakan CV. Kecantikan agar bisa menjadi contoh untuk wajib pajak
lainnya

Dalam hal penyetoran, diharapkan selalu tepat waktu dalam melakukan
pembayaran hal ini agar menghidari dari denda keterlambatan pajak

terutangnya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor :368/UN25.1.2/SP/2019 24 Januari 2019
Lampiran :Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan,
bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Diploma Il Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata
(magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Dewi Rahma Puspita 160903101021 Diploma 11 Perpajakan
2 | Elma Sirikit 160903101024 Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019.
Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
. Wakil Dekan 1

">

adi Prayitno, M.Kes.
196106081988021001f

d3 Perpajakan 2018
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Lampiran 2. Surat Permohonan ljin Tempat Magang

Jember, 29 Januari 2019

Nomor : 02/KSC/201¢

Lampiran -

Perihal : Praktek Kerja Nyata (Magang)
Kepada,

Yth. Wakil Dekan | Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Jember

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto

Jember 68121

Sehubungan dengan Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata (Magang) dengan
No. 368/UN25.1.2/SP/2019 yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa Bapak atas nama :

1. Nama : Dewi Rahma Puspita
Nim : 160903101021
Program Studi : Diploma Il Perpajakan, Jurusan limu Administrasi
Fakultas limu Sosial dan limu Politik, Universitas Jember.
2. Nama : Elma Sirikit
Nim : 160903101024
Program Studi : Diploma Ill Perpajakan, Jurusan limu Administrasi

Fakultas limu Sosial dan limu Politik, Universitas Jember.

Dengan ini kami memberikan ijin kepada kedua mahasiswa tersebut diatas untuk
melakukan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (Magang) mulai tanggal 4 Februari 2019 s.d. 9 Maret
2019.

Demikian Surat Balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana-mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Tugas Akhir

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 446/UN25.1.2/SP/2019
Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga
perpajakan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Dewi Rahma Puspita 160903101021 Diploma III Perpajakan
2 | Elma Sirikit 160903101024 Diploma III Perpajakan
Untuk melaksanakan kegiatan magang di mulai tanggal 04

Februari s.d 09 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 29 Januari 2019
an. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 19610608198802100‘Lf

Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala CV. Sinar Kartika Abadi

2. Kaprodi Diploma 111 Perpajakan
3. Mahasi yang bersang|
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Tugas Akhir

SURAT KETERANGAN MAGANG

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama
Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa ,

Nama : Dewi Rahma Puspita

Alamat : Perumahan Dharma Alam Blok U 14 Kec. Kaliwates - Jember
No.Hp : 082140260171

Tempat Tgl.Lahir : Jember, 23 September 1998 :

Fakultas / Jurusan : Ilmu Sosial dan Iimu Politik / DIII Perpajakan

Universitas Jember
Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan magang kerja di Klinik
+ dimulai dari 04 Februari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019.

Selama magang di , yang bersangkutan telah mempelajari tentang
seluruh aspek Akuntansi dan Perpajakan.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Maret 2019
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS

Nomor : 754/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas IImu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si, Akt
NIP :198603112015041001
Jabatan : Asisten Ahli

Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat 1,111/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas [lmu
Sosial dan llmu Politik Universitas Jember dikantor i

. . terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 09 Maret 2019.
Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Dewi Rahma Puspita 160903101021 Diploma IlI Perpajakan
2 | Elma Sirikit 160903101024 Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019
an. Dekan,
Wakil Dekan |

. Hadi Prayitno, M.Kes.
IP 1961060819880210011’

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas jember

2. Kaprodi Diploma I1I Perpajakan FISIP UNE]j

3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian

5. Mah yang ber: kutan

d3 Perpajakan 2019
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Lampiran 6. Nilai Hasil Tugas Akhir

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan ~ Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
il ; fisiy j@telkom.net. Telp. (0331 736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO. INDIKATOR PENILAJAN AN G?(;L 1 HURUF
1 | Penguasaan Materi Tugas os A
2 | Kemampuan / Kerjasama 30 A
3 | Etika Jo A
4 | Disiplin 90 A
NILAI RATA - RATA

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama 2 . S W TR U
NIM o AR R e TS e
Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai
Nama
NIP

Jabatan :
Tnstansi ; . SIWAR  FARTHEQ ABADI

Tanda Tangan :
Stempel
Dewi Pratiwi %?MK
/

PEDOMAN PENILAIAN :

NO. ANGKA HURUF KRITERIA
1 280 A Istimewa
2 | 75<AB< 80 AB Sangat Baik
3 70sB< 75 B Baik
4 | 65sBC<70 BC Cukup Baik
(] 60 <C< 65 C Cukup
6 | 55sCD<60 CcD Kurang
7/ 50sD< 55 D Kurang
8 | 45sDE<50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangat Kurang
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Lampiran 7. Daftar Hadir Tugas Akhir

DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA (MAGANG)
FEBRUARI - MARET 2019

Nama

: Dewi Rahma Puspita

NiM : 160903101021
Program Studi Diploma Il Perpajakan
Fakultas llmu Sosial dan limu Politik - Universitas Jember

1 04/02/2019 ) ‘

2 06/02/2019 | TVeWEans it harta TV, L O1 X [)(W

3 06/02/2019 f{nyewntansr harta V. 101 [{) y 89
4 07/0212019 jnyentanstr warka W.\T02 L
5 08022019 [Invewtatioir nartd V. 102 8 e
6 09/0212019  {Menyusun data Tavenlans M e
7 10/02/2019 = OFF .

8 1110212019 {JeMbuatan &- BIling Januan Mﬂlﬁ [ AT
9 121022019 | Rekapriast PPk Bnal 2018 . \JRBEL”
10 1310222019 | REKAPRUIOG Lokt Tembelian Loh

11 1410212018 {lekz\%ﬂulas\ Faktur Yembelion i Im 072! aﬁ#ﬁ:
12 15/02/2019 | Rekapiulag\ taktur fembelian (Ll -
13 16/02/2019 M\ﬂak Tapoian VPR 2 Januan

14 17/02/2019

15 18/0212019 _[Kekaptulas fetty Ldoh 2013

16 19/0212019 | Rekaptfulog Yefty Tash 208

17 200212019 | Miembuat tar penyucutan

18 2110212019 embuat_daptat pendusutan

19 22/02/2019 I\g;m?ag %é&ar ﬁ!lrlausutan

20 23/02/2019 eMpuat \aporan uo\

21 24/02/2019

22 25/02/2019 Mpuat \aporan Laba rugn

23 26/02/2019 engniiung _Stock Opname

24 270222019 i Membuat laporan Veraca

25 | 2800222019 |(YleMbuat \aporan N eraca

26 01/03/2019 ua v umlah p. bruto

27 02/03/2019 masuldkan daty gngus lan ke |

28 03/03/2019  {€-5p¢ badaw

29 04/03/2019 ﬁm\)uahl\ € - bilin \

30 05/03/2019 budt Laporan W%_

31 06/03/2019 |

32 07/03/2019 {€-~ 6pt Badan (V)

33 08/03/2018_[€- 5p% 0P ( {)wewtur)

34 09/03/2019

Jember,
Mengetahui
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Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 891/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan
Fakultas [Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

PANGKAT/
NO NAMA GOLONGAN JABATAN | KETERANGAN
1 Galih Wicaksono, S.E. M.Si. Akt Penata Muda Tingkat I Asisten DPU
NIP. 198603112015041001 111/b Ahli

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama

NIM

Program Studi
Judul

: Dewi Rahma Puspita

: 160903101021

: D III Perpajakan

: Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kecantikan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag. Keu & Kepeg.

4. Mahasiswa yang bersangkutan

5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2019

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal : 26 Februari 2019

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 19580810198702100
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI Kalimantan = Kampus Tegalbota Tolp. (03313 335586, 331342 Fax (0331) 333580 Jember 68121
Email - Gsipuncyetelkom nat, Telp (W331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Dewi Rahma Puspita
NIM . 160903101021
Jurusan : lmu Administrasi

Program Studi : Diploma 11 Papajakan
Alamat Asal 2 JL Gagah Mada XVIIF46. Kaliwates
Jember, Tawa Timun

Judul Laporan :
Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan

Procedur of Calculating Depositing amd Reporting Fialist Tax's Based on Iicome of
Goverment Adiusmeinr No. 23 on 2018 at CV. Kecantikan

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S L. ML.SL.AkL.CA

NO  HARITANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN

1 16 Maret 2019 10.00-12.00 | Diskust Judul

2 24 Maret 2019

09.00-11.00 | Menyerahkan Bab 1-3

Revisi Bab 1-3

3 April 2019 09.00-12.0 "
. A Aprl20) B0 Menverahkan Bab 4 dan 3
4 20 April 2019 13.00-15.00  Revist ltab 4 dan 3
S 26 April 2019 15.00-16.00  Ace Bab 1-5
O 29 April 2019 [2.00-14.00  Ace Sidung

Catatan :

Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendattar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang

Pajak Penghasilan

Monimbang - a.

Mangingat

FRESIDEH
REPLIELK INDOMESA,

TUHNDANS-UNDANGS REFUELIK INDONESLA
NOMOR 2& TAHUN Z003
TENTANG

FERUBAHAN EEEMFAT ATAS UNDANG-UNDANG

NHOMOR 7T TAHUN 1983 TENTANG FAJAEK PENGHASILAN

[}

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FRESIDEN REFUELIK INDONESIA,

bahwa dalam upaya MANZAMANKAT PENLTIMAAT NGEATA VARE
semakin meningkat. mewajudican Sistem perpajaican yang
netral, ssderhana, swabil kbin membarikan keadilan, dan
labin dapa: menciptakan kepastan  huloam = sarta
transparansi parlu dilakuksn perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1382 tentang Fajak FPenghasilan
sebagaimana talah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 300 tentang Parubahasn
Kedga ams Undang-Undang Momor 7 Tahun 1932 tentang
Pajak Penghaszilan;

bahwa bardacarkan parombangan cebagaimans dimaksud
dalam huraf a, parhl mambentuk Undang-Undang tentang
Furubahan Ecempat ataz Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1933 tentang Fajak Fanghasilan:

Paszal 5 ayat (1), Fasal 30, dan Pasal J33A Undang-Undang
Dacar Nagara Espublik Indonssia Tabun 1945;

Undang-Undang Nomor & Tahun 1988 wmnmng EKostantuan
Umum dan Tata Cara Forpajakan (Lambaran HNagara
Rapublik Indonesia Tahun 1982 HNomor 4% Tambahan
Lambaran Kegara Republik hdoncsia Nomor 2363)
cebagaimana talah boberapa kali dinbah terakhit dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Parubahan
Katiga ame Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang
HEatentuan Umum dan Tata Cara Forpajaican (Lembaran
Hagara Eepublik Indonesia Tahun 2007 HNomor 85,
Tambahan Lambaran Negara Bepublik Indonesia Nomar
4740|;

2. Undang-Undang ...
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PRESIDEN
REPLIZLIE IND:OHMESLA,

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pajak
Fanghaszilan (Lambaran Nagara Republiv Indonasia Tahun
1385 Momor 50, Tambahan Lembaran Nagara Rapublik
Indonesia Momor 2363) sebagaimana telah babarapa kali
dimbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 teantang Parubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomar
7 Tahun 1982 tantang Fajak Fenghadlan (Lembaran Nagara
Fapublik Indomesia Tabun ZI000 Nomor 127, Tambahan
Lambaran Negara Papublik Indonesia Homor 3985);

Dengan Farsatujuoan Bersama

DEWAN FERWANKILAN FAKYAT FEFUBLIK INDONESIA
dan
FREESIDEN REFUELIK INDONESLA

MEMUTUSEKAN:

Mansiapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG FERUBAHAN KEEMFAT ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1382 TENTANG PAJAEK
PENGEASILAT.

Pazall

Esbarapa katentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1933 tentang Fajak Fenghasian (Lembaran Megara Rapublik

Indonasia Tabhun 1982 Nomor 50, Tambahan Lambaran Hagara

Eepublik Indonesia Nomar 2368) yang telah baberapa kali diuban

dengan Undang-Undang:

a Momor T Talun 1991 (Lembaran Nagara Reapublic Indonesia
Tahun 1991 HNomor 93, Tambahan Lambaran Hagara
Rapublik Mmdonesia Nomor 3459];

b. Nomor 10 Tahun 19594 (Lembaran Negara Rapublikc Indonesia
Tahun 1994 Nomar €0, Tambahan Lambaran HNagara
Republik Indonesia Nomor 3567);

c. Nomaor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rapublikc Indonesia

Tahun 32000 Homor 137, Tambahan Lambaran Hagara
Republik Indonesia Nomor 3935);

dinbakh ...
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PRESIDEM
REPLISLIE INDOMNESLA

- -

diubah sebagai berioat:

1

Ketanoran Fasal 1 substansi temp dan Penjelasannya diubah
schingga ramusan Penjelacan Fasal 1 adalah cebagaimana
tercantum dalam Fenjslacsan Pasal demi Pasal Angka 1
Undang-Undang ind.

Ketenozan Fasal I ayat (1) sampal dengan ayat (5] diubah dan
di antara ayat (1) dan ayat (2] disisipkan 1 [satu) ayat yakmi
ayat [la) sahinggs Pacal 2 barbunyl sabagsi barikuat:

Fazal I

(1] Yang manjadi subjek pajak adalah:

a. 1. orang pribadic
2. warsan yang belum terbag sebagai sata kecatuan
manggantiioan yang barhakc

b. badan; dan

C. bantuk usaha tatap.

|la] Haniuk usaha tetap meropakan subjek pajak yang
perialkuan perpajakannya dipersamaican dengan subjck

Pajak badan

(2} Subjek pajak dibedakan menjadi cubjek pajaic dalasm
nageTt dan subjek pajak baar negeri.
2] Subjek pajak dalam nogeri adakah:
a. orang pribadi yang berempat dngeal di Indonesia,
orang privadi yang bemada di Indonesia labih dari
182 (seratus delapan puluh tiga) harn dalam jangka
waktu 12 (dua belas| bulan, ataa orang pribadi
yang dalam suata @mhun pajak barada di Indonesia
dan mempunyai mat untuk bartempat tnggal di
Indoresia;
b. badan yang didiriiesn atau bertempat kedudukan di
Imdonmeasa, keozall wumt tartenta dard  badan
pemenntah yang memermahi kritariac
1. pembentaikannya berdasarkan katentuan
peraiuran perandang-undangan:

2. pambiayaannya barsumber dan  Anggaran
Fendapatan dan Ealanja Nagara atau Anggaran
Fendapatan dan Eslanja Dacrah:

3. PROACMAANTFA ...
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PRESIDEM
REPLIZUK IND:OHESLA,

- -

2. penerimasnnya dimasukkan dalam anggaran
Femeriniah Fasat atag Pemerintah Dagrah; dan

4. pembuloganmya dipariisa olsh aparat
pengawasan fongsional negara; dan

warisan yang belum terbagl sebagal satu kecatuan

manggantkan yang barhale

Subjsk pajak luar negeri adalakh:

A

b

orang pribadi yang tidak bertempat tngpal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dar 1BZ [seratus dealapan pulubh tgs)
hari dalam jangka wakty 12 (dua balas) bulan, dan
badan yang Sdak didirikan dan tdak bartampat
ksdudukan di Indonasia, yang menjalankan usaha
atau melakulan kagiatan melahi benfuk usaha
tetmp di Indonasia:z dan

orang pribadi yang tidak bertempat tngpal di
Indonedia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 1EZ [seratus dealapan pulubh tgs)
hari dalam jangka wakty 12 (dua balas) bulan, dan
badan yang Sdak didirikan dan tdak bertampat
ksdudukan d4i Indonesia, yang dapat menarima
atau mamperaleh panghasian dar ndonesia tidak
dar manjalankan usaha atwa malakukan osgiatan
malalul bentuk usaha tetap di Indonesia.

Hentuk usaha metap adalah bantuk usaha  yang
dipergunakan olah orang pribadi yang tidak bartampat
anggal di Indonesia, orang pribadi yang barada di
Indonaesia tdak lebih dari 182 (seratus delapan puluh
tgal har dalam jangks wakia 13 [dua belas| balan, dan
badan yang tdak didirisn dan Sdak  berbampat
edudukan di Indonesia untulk menjalanian usaha At
malakuican kegiatan di Indonesia, yang dapat barupa:

temmpat kadudukan manajeman;

cabang penisahasn;

kantor pereaiclan;

Eedung kantor;

pabrik;

bengkal;

grdang

raang untuk promos dan penjealan:
pertambangan dan peoggalian sumber alam;
wilayah kerja permmbangan minyak dan gas biami:

k. pariieman, ...
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-5 -

periicanan, peternakan, pertamian, pericebunan,
atau kshutanan;

proyak konsimalesi, instalaci, atau proyeic peralitan;
pembarian jaca dalam benmk apa pun clah pagamai
atau orang lain. sapamjang dialukan lebih dari £0
|anam pulubh) han dalam jangks wakiu 12 |doa
balas| alan:

orang atau badan yang berindak colaion agen yang
ksdudukannya tdak babas:

AgEn Al pagawal dar parasahan asuransi yang
tidak didirikan dan Sdak bertempat kedudukan di
Indonesia FAng DMENeTima premi asuransi amd
manangrang riciics di Indonesia: dan

kompuater, agen deironik, atan peralatan clomats
yang dimilik, disewa, atau diganaksn oleh
panyelanggara transaksi slekfronik  unik
manjalanian kegiamn usahs malalul INtermet.

Tempat dnggal orang pribadi atmg tempat kedudulican
badan ditetapkan olahl Direlktur Jendemal Fajak manurt
keadaan yang sebenammya.

3. Estentuan Fasal 2 dubah dan ditambah 1 (sat)] ayat, yaknd
ayat (2] sakingga Fasal 3 berbunyl sebagai bariloat:

1]

Fazal 3

Yang tidak tarmasuk sobjek pajak  sebagaimana
dimakend dalar Pacal I adsiah:

.
b

kantor pereakilan neagara asing;
pejaba-pejabat perwaidlan diplomatiic dan konsukat
atau pajabat-pajabat lain dar negara asing dan
orang-ocTang yang diperbantokan kapada mardka
yang bakerja pada dan berempat nggal bersama-
camA memnka dengsn syarat buican wargs nagara
Indonesia dan di Indonesia tidak manerima atao
mamparalah panghasilan 4 luar jabatan  ama
paleTjaannya tarcabut Serta nagam bearcangioutan
mambarikan perlaiuan tdmbal balkiic
organisasi-organisas misrmasional dengan syarac
1. Indonasia manjadi anggota organicaci tarcebot;
dan
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PRESIDEM
REPLISLIE IMDOMESLA

2. ©dak menjalanian usaha amu kagiatan lain
untik memperoleh penghacilan dar Indonesia
selain mambarikan pinjaman kapada pamarintahn
yang dananyas barasal dari iuran para anggota;

pejabat-poiabat parwakilan arganizaczi intarnacionsl
sebagaimana dimaksud pada uraf c, dengan
cyarat bulkan warga nagara [ndonaesia dan tidak
manjalanican usaha, kagiatan, atau pekerjaan lain
untk mempsrolsh panghasilan darn Indonesis.

Orgamisasi mtsrmasional yang tidak tarmasuk subjek
pajak sabagmimana dimaksud pada ayat (1) oraf o
ditemmpican dengan Keputasan Mentarn Eauangsn.

Ketantran Fasal 4 ayat (1] huraf 4, humaf &, hurmaf b, arafl,
dan Fenjelacan hunaf k diutah dan ditambah & (Sgal hurad,
yakmi huruf g campai dengan huraf =, ayat {2) dubah, ayat
(2] huraf a. humaf 4. hunaf §, o i, dan boref & dubah,
hunif j dihapus, dan ditamban 3 (tga)] horof, yakmi horad 1,

huraf
barikoat:

1]

m, dan turdf n sahingga Fasal 4 berbunyl sebagml

Fazal 3

Yang meanjadi cbjek pajak adalah penghasilan, yaita
satiap tambaban kemampuan aiconomis yang diterima
atau diparolah Wajib Fajalk. baik yang berasal dar
Indonacia maupun dand loar Indonecia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau unmuk menambah
kekaynan Wait Fajak yang bersangicotan. dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

-8

n

penggantian atay mbalan  barkenasn  demgan
pekeriaan atu jasa yang diterima atau diperolei
termasuk gaji, wpah. wnjangan, honorariam,
komizi, bomus, grafificasi, uang pansiun. ama
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentuican
lain dalam Undang-undang ini

hadiah dar undian sty peicerjaan atan kagiatan,

dan pangharyaan:

laba usaha;

keuntangan karana penjualan  amm karena

pengalihan harta tarmasak-

1. ksuniungsn karena pangaliban haria kepada
persercan, parsdiutian, dan badan lainoya
cabagai penggant saham @ AtAl  pRTPRCTAAT
maodal;

3. euntungan ...
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2. ksuntungsn karena pangalihan harta kepada
pemegany saham, salootu, atal anggota yang
diparolah parsercan, perseiootuan, dan badan

1aimnya;
2. ksuntungan karena louidsci, peoggabungan,
paleburan, pemekaran, pemecanan,

pengambilaliban wusaha, atan  IeOTEARISAS
dengan nama dan dalam benfuk apa pun;

4. ksuntungsn karana pengalinan harta berapa
hibah. bantuan, stz sumbangan, kecuali yang
dibarikan kepada keluargs sedaranh dalam garnis
ksturunan lurus satu  dermjat dan  badan
knagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasui yayasan. kopamasi. atan crang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
kptanmiannya diatur lebih  lanjut  dengan
Feraturan Mentari Keouangan, scpanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekarjasmn,
kspemilikan, atau panguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangiootan: dan

5. ksunmungan karena penjualan atau pengalinan
cebagian afay ssluruh hak peoambangsamn,
tanda turut serta dalam pambimyaan, atea
permodalan dalam pericahasn partambangan;

penarimaan ksmbali pembayaran pajak yang talan

dibebankan ssbagai biayan dan pambayaran
tambahan pangembalian pajals;

tunga termasuk pramiom, diskonto, dan imbalan

karena jaminan pengambalian wiang,

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

termasuk dividen dari perusahaan asuransi kapada

pemegang polis, dan pembagian disa hazil usaha
koparasi;

royaltl atau imbalan ams penggunaan halk;

cowa dan panghacisn lain sehobungsn dengsn

penggunaan harta;

panarimasn atanl parclahan pembayaran barkals;

ksunmungan karena pambabasan utang, kecoali

campai dengan jumlah tertentu yang ditetapican
dengan Feraturan Femerintah:

keunmangan salisih oars mata uang asing;

salisih kebih karena penilaian oembali alktiva:

Prami asuransi;
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iuran yang diferima amn diparolah perlampulan
dar anggpotanys yang terdin darn Wajlb Fajak yang
manjalanican usaha atau paksrjaan bebas;
tambahan keicayaan neto yang barasal  dan
panghasilan yang bahim dikanaksn pajal;
penghasilan dan usaha barbasis syariah;

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang fang  Mmeogamur — meogensl
keteniuan umrum dan tats cara parpajakan: dan
surplus Bank Indonesia.

Fenghaczilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat
final:

A

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
lsinnya, bunga obligasi dan surat wiAng DegATA,
dan bunga simpanan yang dibayarkan olah
koparasi kapads anggata knparasi orang pribadi:
penghasilan barupa hadiah undian;

penghasilan dar ransaks saham dan selurtas
lainnya, trancaksi denvatf yang diperdagangican di
bursa., dan transaksi penjualan  saham AL
pengalihan panyertaan modal pada parusahaan
pasangannya yang ditarima olah parusahsan modal
venturs;

penghasilan dan ransaks pengalihan harta bernapa
tanah dan/atay bangunan, usaha jasa konstruksi,
usaha reql esigte, dan persawasn tanah dan /st
bangunan; dan

penghasilan tartanta lainmnya,

yang diatar dengan atau  berdacarkan  Ferataran
Fameriniah.
Yang dilcerualivan dar objek pajak adalan:

A

1. banman atau sumbangsn, termasulk zakat yang
ditarima olsh badan amil zakat ataun lambaga
amil zakat yang dibenmtuk atau disahkan olelh
pemerintah dan yang diterima aleh penerima
zakat yang barhak atau sumbangan koagamasn

yang sifatnya wajib bagli pemeluk agama yang
diakoai di Indonesia, yang diterima oleh lambags

ksagamasn yang ditentuk amu disahiosn clsh
pemerintah dan yang diterima aleh penerima
cumbangan Fang berhak, yang ketentuanmya
diatar dengan atau bardasarkan  Feraoiran
Femarintah: dan
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2. harta hibahan yang diterima alah kaluarga
cedarah dalam gars keturunan lorus  sanl
dorajat. badan koagamasn, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koparasi, atml
ocrang pribadi yang manjalanicsn usaha mikoo
dan kecl, yang katentuannya diatir dengan
atau berdasarkan Paraturan Menteri Keuangan,

cepanjang Ddak ada hubungan dsogan usaha,
peieriaan, kepemilikan, atag penguasasn di antara
pihak-pihak yang barsangintan:
warisan;
harta termasulk cotcran tunal yang diterima cloh
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
1) horaf b sebagai penggand saham atan cebagmi
pengganti penyerman modal;
penggantian atai imbalan sehubungan  dengan
pekeraan amu jasa yang diterima atau diperolai
dalam bentuk nDatura dan/atan kenikmatan dard
Wajir Fajak aru FPumerntah, oDecuali yang
dibarikan clah bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang
dilcenalan pajak cacara fnel st Wajih Fajak yang
manggunakan norma  panghitungan  kKhusus
|2eemed profi] sebagaimana dimakowd dalam Fasal
15;
peEbayaran dari perusahasn asurans  kaepada
orang pribadi sehubungan dengan —Asaransi
koschatan, asuransi kecelakaan, asurans jivm,
acuransi dwiguns, dan scuranci bea sicwas
dividen atau bagian laba yang diterima atm
diparolah parsaroan terbatac cebagai Wadib Fajak
dalam negar, kopemsi, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik dacrah, dar penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudulkan i Indonesia deangan syarat:

1. dividen barasal darn cadangan laba jyang
ditahan; dan

2. bagy parcaroan werbatas, badan usaba milikc
negara dan badan usaha milik dasrah yang
mansrima dividen, kepemilican caham pada
badan yang mamberian dividen paling randah
25% |(dua puluh lima persen| darn jumbah maodal
yang disator:

g furam ...
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iuran yang diterima atau diparolah dana permsiun
yang pandiriannys  tolah  disahkan  Benteri
Esuangan, baik yang dibayar cleh pambari kaga
mAYpUn pegawad;
penghasilan dan modal yang ditanamkan oleh dana
panziun sebagaimana dimakzod pada hunaf g,
dalam bidang-bidang tartentu yang ditempican
dengan Ksputusan Menter Keuangan;
bagian laba yang diterima atau diparolah anggota
dari parsarcan komanditer yang modalnya tidak
tarbagl atac saham-saham, parsaicutuan,
perkumpulan, firma, dan kongs, tenmasuk
PUEGEANE unit penysrman  kontrak mvestasi
kolabcf;
dihapus;
penghasilan  yang  diterima atu  diperolah
perusahaan modal ventura berapa bagian laba dar
badan pasangan usaha yang didinkan dan
manjalanican usaha ataa kegistan & Indonesa,
dengan syarat badan pasangan usahs tersebut
1. memipakan perusahaan mikro, o],
menengah. atau yang menjalankan losgiatan
dalam seitor-selctor usaha yang diatur dengan
atany berdasarkan Furaturan Banteri
Keuangan; dan
2. sahamnya tidak diperdagangkan &i bursa efclk
i Indomasia;
beasizwa yang memeruhi parsyaratan  tertenna
yang etentuantya diatur lebih lanjut dengan st
berdasarican Faraturan Manter Ksuangan;
ziza labih yang diterima atau diperolah badan st
lembaga nirlaba yang bergerak dalam  bidang
pendidikan dan/atau bidang penelitan dan
pengembangan, yang talah terdaftar pada instanci
yang membidanginya, yang difanamian kambali
dalam bantuk sarana dan prasarana  koegiatan
pandidikcan dan /atan panelidan dan
pengembangan, dalam jangka wakitu paling lama 4
|empat) tahun sejak diperclehoya  sisa  lebih
tersebut. yang ketentoannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasartican Feratuman Menterd
Esuangan; dan

. bantuan ...
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bantuan atau santunan yang dibayarkan olah
Eadan Famyalenggars Jaminan Sosial kepada Wajib
Pajak tertenni, yang betentuannoya diator lebin
lanut dengan amu berdasarkan Peraturan Menteri
Eauangan.

Kotentoan FPacal & ayat (1) bumf a, borof &, homf g dan
hunif h diagbah dan ditambah 5 (dma)] huraf, yaknd huraf @
sampai dengan horaf m, sarta ayat (2] diubah sehinggs Fasal
& barbunyl sebagal barilnat:

2

Fazal &

Basarnya Panghacilan Kona FPajak bagli Wajibh Fajak
dalamm negeri dan bentuk wsaha tetap, ditentaican
bardasarkan panghacilan brutc dikurang biaya untuk
mendapatican, menagh, dan momcdihara penghasilan,
eIIEAsL:

B

bimya yang cecara langsung atan tidak langsung

berkaitan dengan koagiatan usaha, antara laim:

1. hbiaya pembabian bahan;

2. biaya birkunaan dengan pelarjaan atau jasa
termasuk upah, gaji, honomrium. bonus,
graufikasi, dan tunjangan yang diberiican
dalam bantuk oang;

2. bunga, sewa, dan royalts;
4. biaya parjalanan;

5. biaya pangolahan limbah:
€. [pruIm acoranc;

biaya promosi dan panjualan yang diatur
dengan atan berdasarican Paraturan Bienberi
Keusngan;

E. biaya adminictrad: dan

9. pajak oecuali Fajak Penghasilan;

panyusutan atmmc pangduaran untuk memperciah
harta berwojud dan amordcaci atac pangaluaran
untuk mempercleh hak dan atas biaya lain yang
mampunysi maca manfaat labih darn 1 {sata) mhan
sobagaimana dimakzud dalam Pasal 11 dan Fasal
11A;

iuran kepada dana pensiun yang pendirdanmoya
telah disahkan alah Mantari Eeuangan:

d. keragan ...
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kerugian karena panjualan atau pangalihan harta

yang dimilili dan digunakan dalam parusahaan

atau yang dimililc untuk mendapatkan, menagih,
dan mamalihara penghacilan;

kerugian salicih kurs mata uang asing:

bisya pancliisn dan pangembangan parusahsan

yang dilakmukan di Indonasia;

bimya beasiswa, maganyg. dan palathan;

piutang yang nDyaa-nyam tdak dapat ditagih

dengan syarat:

1. telah dibabanican sabagai bisya dalam Isporan
laba rugi komersial:

2. Wajib Fajak hamis menyerahkan dafar piatang
yang tdak dapat ditagh kepada Dirskcomat
Jenderal Fajak: dan

3. telah disarahlican perioara penagihanoya
kepada Pangadilan HNeger atan instansi
pemarinmh FAng Meanangani putang Degar;
atmll adamya peranian  tertolis  mangensi
penghapusan  plutang/pembebasan  utang
antara kTRditar dan debitur yang
barsangicatan: atan talah dipublikacikan dalsm
penarbitan umum aftay kEhasus; atan adanya
pengaiuan dar debitur babwa utangnya talah
dihapucian unmk jumlah utang tertenn;

4. syarat scbagaimana dimaksuod pada angka 2
tdak barlaku untik penghapusan piumang tak
teriagin debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Facal 4 ayat (1] huraf k;

yang palakcanastoya diatur lebih lannt dengan
atau bardasarican Feraturan Manten Keoangan;
sumbangan dalam rangka pananggulangan
bencana nasional yang kewntuannya diatir dengan
FParaturan Pemaerintah;
sumbangan dalam rangka panclitan  dan
pengembangan yang dialukan di Indonesia yang
keentuannya diatur dengan Feraturan Femerintah:
bisya pambangunan infractuktar sosial  yang
kssntuannya diatur dengan Feraturan Femerintah:
sumbangan facilitas pendidikan yang ketentuannya
diatur dengan Feraturan Famarintah; dan
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Lampiran 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau
Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu

PRESIDEM
AEPLUBLIK IMODOMNES!A

FERATURAN FEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DAR] USAHA YANG DITERIMA
ATAL DIFEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PREZIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong masyarakal berperan  serta
dalam kegiatan ckonomi formal, dengan memberikan
kemudahan dan lehih berkeadilan kepada Wajib Pajak
yvang memiliki peredaran bruto terteniu untuk janghka
waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajpk Penghasilan atas
Penghasilan dan Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak vang Memiliki Peredaran Bruto Tertenoa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf adan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
4 aval (2] hurul e dan Pasal 17 ayat 7] Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang  Pajak  Penghasilan
sebapaimana telah beberapa kali divbabh terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 326 Tashun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Momor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, perla menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Terteniu;

Mengngat . . .
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1. Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambaban Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 3263) schagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomar 36 Tahun
2008 tentang Perubshan Keempat ataz Undang-Undang
Momor 7 Tahun  [%83 tentang Pajak  Penghasilan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4893,

MEMUTUSKAN:

FERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YaNG DITERIMA ATAL
DIFEROLEH WAJE PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
BRUTO TERTENTL.

Pazal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ind, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghesilan adalah Undang-
Undang Nomar 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
srhagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  entang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tabun
19833 tentang Pajak Penghasilan.

2. Tahun Pajak adalah jangks wakiu 1 (satu)] mhon kalender
kecuali bila Wajth FPajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yvang
dikenai  kewajiban untuk melakukan  pemotongan
danfatau pemungutan pejak sesurl dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan < bedang  Papak
Penghasilarn.

Pasgal 2 . . .

90


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(1}

12

L&

4]

*

PRESIDEM
REPUBLIE [HOQHESIA

=
Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran brute

tertentu, dikenai Pajak Penghesilan yang bersifat final

dalam jangka waktu tertentu.

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana

dimaksud pada ayat [1) scbesar 0,5% [nol koma lima

persen).

Tidak termasuk penghasilan dar usaba yang dikenai

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagal beriboat:

a. penghasilan yang diterime atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dan jasa sehubungan dengan pekerjaan
bebans;

b, penghasilan yang diterima atau diperoleh di Iuar
negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di
luar negen;

c. penghasilan yang telah dikenal Pajak Penghasilan
vang bersifat final dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajal.

Jazs sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hurul a meliputi;

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, vang
terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek. dokter,
konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;

b, pemain musik, pembawa acara, penvany, pelawak,
bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,
sutradara, kru film, foto rnodel,
peragawan peragawati, pemain drama, dan penart;
olahragawan;

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,
damn moderator;

e, pengarang, peneliti, dean penerjemak;

1. agen ..
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agen iklan;

pengawas atau pengelola proyek;
perantara;

petugas penjaja barang dagangan;
REEN ASUTATISI;

Fomom

i

| IFE

k. distributor perusahasn pemasacan berjenjang alau
penjualan langsung den kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

Wajib Pajak vang memiliki peredaran bruto tertenta yang
dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 2 ayat |1} merupakan:
a. Wajib Pajak orang pribadi; dan

b, Wajib Prjak badan berbentuk koperasi, persekuiuan
komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

vang menerima atan memperoleh penghasilan dengan
peredaren bruto  tidak melebihi  Rpd 800.000,000,00
jempat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 [=satu)
Tahun Pajak

Tidak termasuk Wajib Pajak schagaimana dimaksud pada
ayat [1) dalam hal-

a.  Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan tarif Pasal 17 ayal (1)
hurul a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-
Undang Pajak Penghasilan;

b, Wajib Fajsk bedan  berbentuk  persekutuan
komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa
Wajth Pajak orang pribadi yang memiliki keshlian
khusus menyerahkan jasa scjeniz dengan  jasa
sehubungan dengan pekerjpan bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

c. Wak Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak
Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan;
atau

2, Peraturan . ..
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tabun

Berjalan beserta perubahen atau penggantinya;
dan

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurof
a, wajib menvampaikan pemberitahuan kepada Direktur
Jdenderal Pajak.

Wajib Pajak schagaimana dimaksud pada ayat [3), untuk
Tahun Pajak Tahun Pajak berikuinys tidak dapat
dikenai  Pajak  Penghasilan  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahian
sehagaimana dimaksud pada ayat [3) diatur dengan
Peraturan Mentern Keuangan,

Pasal 4

Besarnys peoredaran  bruto  tertentu schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merpakan jumlah
peredaran bruto dalam 1 {satu) tahun dar Tahun Pajak
teralchir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang
ditentukan berdasarkan kessluruhan peredaran bruto
dar usaha, termasuk peredaran bruto dar cabang,

Dialam hal Wajib Pajak orang pribadi mermipakan suami-

isteri yang:

a. menghendakl perjanjlan  pemisahan  harta dan
penghasilan secara tertulis, atau

b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan

hak dan kewajiban perpajakannya sendicl,
schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2] huraf b
dan huruf ¢ Undang-Undang Prjak Penghasilan,
besarnya peredaran bruto sebagaimana dimalesud pada
ayat (11 ditentukan  berdasarkan  penggabungan
peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5 ...
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Pasal 5

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Pengheasilan
vang bersifat final sebagrimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat [1) yaity paling lama:

a. T (tuwjuh] Tahun Fajak bagl Wajib Pajak orang pribadi;

b, 4 [empat) Tahun Pajak bag Wajb Pajak badan
berbentuk koperas:, persekutuan komanditer, atau
firma; dan

c. 3 fuga) Tahun Pejak bagi Wajib Pajak badan
berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu sehagaimana dimaksod pada ayat (1)

terhitung sejak:

a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak
vang terdeaftar  sejak  berlakumyn  Peraturan
Pemerintah i, ataw

b. Tehun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
bapgi Wajib Pajek yang telah terdaftar sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal &

Jumlalk peredaran bruws atas penghasilan dar usaha
acbagaimana dimaksud delam Pasal 2 ayat (1) setiap
bulan merupakan dasar pengenaan  pajak  yang
digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang
bersifat final,

Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak
asebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
imbalan atau nilai pengganti berupa vuang atau nilai wang
vang diterima atau dipgreleh darl usaha, scbelum
dikurangi potongan penjualan, petongan tunai, dan/ ataw
POtOnEAN SEjEnts.

Pajak Penghasilan terutang dibitung berdasarkan tarif
sehagnimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2 dikalikan
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1]

Pasal T ...
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Pasal 7

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1} vang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan
telaby  melebihi Rpd4 800.000.000,00  (empat miliar
delapan ratus juts rupinh), atas penghasilan dari usaha
tetap  dikenal taril Pajak Penghasilan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat |2) sampal dengan akhir
Tahun Pajak bersanghutan.

Atas penghasilan dari usahe sebagaimana dimaksuad
dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterime atau diperoleh pada
Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnys oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dikenod Pajak
Penghasilan berdasarkan tarifl Pasal 17 ayat (1] hurof a,
Pasal 17 ayat [2a], arau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak
Penghasilan,

Pasal &

Pajak Penghasilan terutang schapgaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat (3] dilunasi dengan cara:

a, disetor sendin oleh Wajilb Pajak yang memibk
peredaran bruto tertentu; atag

b, dipotong atau  dipungut oleh Pemotong atau
Pemungut  Pajak  dalam  hal  Wajib  Pajak
bersangkutan melakukan fransaksl dengan pihak
vang ditunjuk sebagal Pemotong atan Pemungut
Pajak.

Penyetoran  sendiri Pajak  Penghasilan  terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof o wajib
dilakukan setiap bulan.

Permmotongan  atau  pemunguten Pajak  Penghasilan
terutang sebagaimana dimeksud pada ayat (1] huraf B
wajib dilakukan olch Pemotong atau Pemungui Pajak
untuk setiap transaks dengan Wajib Pajak vang dikenai
Pajak Penghesllan yang bersifat final berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

{4 Ketentueamn . . .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara penyeloran
scbagaimana dimaksud pada avat |2} dan tata cara
pemotongan atau pemungutan schagaimana dimakswd
pada ayat [3) diamar dengan Peramuran Menteri
Keusngan.

Pasal 9

{1] Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan Peraturanm Pemerintah ini  bertrensaksi
dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat [1) hurul b, Wajib Pajak
harus  mengajukan  permohonan  sural  Kelerangan
kepada Direktur Jenderal Pajak.

12] Dhrektur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan
bahwa  Wajk  Pajak  bersanghutan  dikenai  Pajalk
Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah  ind,
berdasarkan permohonan Wajik Pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (1].

13 Ketentuan lebih lanjul mengenal lata cam pengajuan
permohonan dan penerbitan sural  kelerangan
sebagaimana dirmaksud pada avat (1] dan aval (2) diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Fasal 10

Pada seat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi
Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai
dengan  sebelum Peraturan Pemerintah  ini berlaku
memenuhl syaral untuk menjalankan kewajiban perpajakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
tentang Pajak Penghasilan atas Penghaszilan dari Usaha vang
Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki
Fersdaran Bruts Tertentu, namun tidek memenuhi
ketentuan Wajib Pajak yang dikenal Pajak Penghasilan final
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlabu ketentuan
sebagai benilout:

1, untuk ...
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1. untuk penghasilan dari usaha schagaimana dimaksud
dalarm Pasal 2 ayat |1} yang diterima atau diperoleh scjak
awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan
Pemerintah  ini berdaky, dikenai Pajak Penghasilan
dengan tarif 1% (satu persen) dan peredaran bruto setiap
bulan;

2. untuk penghasilan dar usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1] yang diterima atau diperoleh sejak
Peraturan Pemerintah ini berlabu sampai dengan akhir
Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan
taril ,5% [nol koma lima persen) dari peredaran bruto
setiap bulan; dan

4. wuntuk penghasilan dari usaha sehagaimana dimaksad
dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperolelh moulai
Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak  Penghasilan
berdasarkan taril Pasal 17 ayat (1) huraf a, Pasal 17 ayat
[2a], atan Pesal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan,

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintab ind mulai berlakou, Peraturan
Pemerintah  Momor 46 Tabhun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataw
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5424, dicabut dan dinyatakan tidak berlalku,

Pagal 12

Peraturan Pemerintah inl mulal berlaln pada tanggal 1 Juli
2018.
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Agar  setinp  orang  mengetabuinya, memerintahban
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Dtetapkan di Jakarra
pade tanggal 8 Juni 2018
FRESIDEN EEFUBLIK INDONESIA,
thed.
JOKC WD
Diundangkan di Jakars

pads tanggal & Juni 2018
MENTER] HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA

REFUBLIK INDONESIA,
ted.

YASONNA H. LACLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR B9

Salinan sesual dengan ashnya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REFUBLIE INDONESIA
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Lampiran 12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha
Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu.

MENTESAI KELANGAN
AEFUBL I i DO ES N
BALINAN

FERATURAMN MENTERI EEUANGAN REPUBLIE INDOMNESLA
WOMOR 9% /PMEO3/Z018
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN FEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK PENOHASILAN ATAS PENGHASIZAN DAR] USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIFEROLEH WATB PAJAK YANG MEMILIET
PEREDARAN BRUTO TERTEKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONES1A,

Menimbang ! bahws untuk melaksanakan ketentian Pesal 3 ayat (5],
Fasal 8 ayat (4], dan Fasal % ayat [3) Peraturan Pemerintah
MNamer 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atae Diperoleh Wagib
Fajak wang Memiliki Peredamn Brute Tertentu, periu
menetapkan  Peraburan  Menterl  Hevangan  tentang
Pelaksanarn Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
vang Diterima atau Dipernleh Wajth Pajak yang Memiliki

Paradaran Brutoe Tertent;

Mengingat : |Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 20018]entang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima

atau Diperoleh Wajib Pajak vang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentuy  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor &2 14];
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MEMLUITUSEAN:
Menetapkan @ PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELAKEAMAAN PERATURAN FEMERINTAH MOMOR 23
TAHLUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHABILAN ATAS
FENGHASILAN DAR] U2AHA YANG DITERIMA ATAU
DIFERQOLEH WAJIE PAJAR YANG MEMILIKI FEREDARAN
BRUTO TERTENTL.

BAR [
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Mentert nl yang dimaksud dengan:

1.  Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-
Undang MNomor 7 2 Tahun 2983 ilentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali divhbah,
terakhdr dengan Undang-Undang Momor 36 Tahun
200E  tentang Perubahan Hecmpat atas Undang-
Undarng HNomor 7 Tahun 1383 tenteng  Pajek
Penghasilan.

2. Peraturan Permerintah MNomor 46 Tabon 2012 adalah
Peraturan Pemerintalh Momor 46 Tolan 2015 teatang
Pajak Penghosilan atas Penghasilan dad Usaha yang
Diterima aten Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Brute Tertentin

3, Peraturan Pemermtah Momor 223 Tabun 2018 adalab
Peratiran Pemmerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atan Dipereleh Wajib Pajek yang Memililki
Peredaran Bruto Tertentil

4. Pajak Penghasilan berdasathkan Hetentuan Umuam
Fajak Penghaosilan adalah PFajak Penghasilan yang
dihitung berdasarkan Penghosilan  Kena  Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-
Undang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tacif
Pasal 17 syat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atav
Pasal 31E Undang-Undang Prisk Penghasilan,
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(1}

Femotong aten Pemumput Fajak adalah Wajib Pajak
yang dikengl Etwajiban untuk melakukan pemotongan
dan/atan pemunguian pajak sesusl denpgan ketentuan
peraturan  perundang-undangmn  di  hidang  Pajak
Penghastlan,

Zurat HKeterangan Pajak Penghesilan  berdasarkan
Peraluran Pemérintah Momor 23 Tahun 2018 yang
selanjutnya disebat Surat Esterangan sdrleh surat
vang diterbitkan oleh Hepala Kantor Pelapanan Fajak
atas nama DMrektur Jenderal Pajak yang mensranghkan
bahws Wajik Pajak dikenai Pajak  Penghasilan
bardasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018,

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kealender keeuall bila Wajib Pajak menggunakan tabun
taku yang tidak sama dengan teRhun kalender.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran
Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk
seliap bulan yang harus dibayes sendid cleh Wajil
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-
Undang Pajak Penghasilan.

BAB I
SUBJEK FAJARK

Pazal 2
Wl Pajak yang memiliki peredaran brute tertemtu
yvang dikenzi Pajak Penghasilan vang bersifat faosl
berdasarken Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2016 merupakan:
a, Wajlb Pajak orang pribedi; dan
b. Wajib Pajak badan  berbentuk  koperasl,
persekutuan komanditer, Brma, atau perssroan
lerbatas,
vang menerima atau memperoleh penghasilan dengan
peredaran brute tidak melehihi Rpd,800.000.000,00


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

12

tempat miliar delapan ratus juta ropiah) dalam 1 (sab)

Tahun Pajak.

Tidak ilerpasux Wajlh Pajuk sebagpimana dimaksud

pada ayat (1} dalam hal:

i, Waiib Pajak memillh uotuk  dikenai  Pajak
Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan;

b, Wajib Pajak badan berbentuk persekbutuen
komenditer ataw firma yang dibentuk  aleh
beberapa Wajib Pajak crang pribadi yang memilika
kephlinn  khusus  meryerghkan  jasa  sgjenls
dengan jasa schubungan dengan  pekerjaan
behas;

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak
Penghasilan berdesarkan:

1. Pasal 3lA Undang-Undang Fajak
Penghasilan; atan

2.  Peraturan Pemerinteh Nomer 94 Tehun 2010
tentang  Penghitungan Penghasilan  Kena
Pajak dean Pelunasan Pajak Penghasilan
dalam Tahun Berjalan beserta perubahan
atay penggantinya, damn

4. Wajilb Pajak berbentuk Benmuk Usaha Tetap.

Jasa  sehubungan ~ dengan  pekerjaan bebas

sebagaimana dirmakeud pada ayat (2} hamaf b eeliputl:

#. tenage ahbli yang melakukan pekegean bebas,
yang tlerdid darl pengecars, eluntan, srsitek,
dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT], penilai, dan akbaaris;

b, pemain musik, pembawa acara, | peryanyi,
pu:].p_wa,}:, bintang film, hintang sinectron, bintang
iklan, sutradars, kiu filmn, foto model, peragawan
peragewati, pemam drama, dan pemart;

¢, slahragawan;
penasihat,  pongajar,  pelatth,  penceramah,
penyuluh, dan moderator;

e.  pengarang, penelit, dan pencejemah;
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mgen ikdan;

pengawas atan pengelala prayek;

perantara;

petugas penjaja bareng degangan;

APEN AEUTROS;

distributor perusahasn  pemasaran  berjenjang
ataw penjualan langsung dan kegiatan ssjents
lainnym.

BAB 11

TATA CARA PEMBERITARUAN WAJIE PAJAK YANG
MEMILIH DIKENAL PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN

KETENTUAN UMUM PAJAK FENGHASILAN

Fasal 3

(1} Wajib Pajak sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2

ayat [2) b 8, wajib menyampaikan pemberitabinan
szcarm bertulis kepada  Dbroktur  Jendersl  Pajak

meelakub;

12

[

Kantar Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat
terdaftar;

Kantar Pelayanan Penyulihen dan Konsultasi
Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajalke Mikro
yang berada di dalam wilayah kera Hantor
Pelayanen  Pajak  termpal Wajib  Pajak  pusat
terdaltar; atan

saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direlotur
Jesderal Pajale.

Penyampaian pembentahuan sehagaimana dirmaksud
pada syat (1] dilakukan paling lambat pada alkhic
Tahun Pajak dan Wailb Pajak dikenai Pajak
Penghasilan  berdasarkan Ketenbuan Umum  Pajak
Penghasilan mulal Tabun Pajak berikutnya,

Bagi Wajib Pajak vang terdaftar scjak tanggal 1 Jull
2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Waiib
Fajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarken
Eetenbean Umum Pajak Fenghasilan moulai Tahun
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Pajalk terdaftar dengan Cara mn:;mmmpa]knn
pemberitabuan paling lambat tasggal 31 Desember
2016 atau paling lambatl akhir Tahun Pajak terdaftar.
Bagi Wajib Pajak yang terdafter selak  tanggal
1 Januari 2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan  Ketentuan  Unnem Pajalk  Penghasilan
mubai  Tahun  Pajak  terdafar dengan cara
meTrampaikan pemberitahiien pAda sAAl
mendaltarian dirl.

BAE IV
TATA CARA PENYETORAN, PEMOTORNGAM ATAL
FEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN

Pazal 4
Prjak Penghasilan yang terutang berdasarian
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20138 dilunasi
dengan cara:
a.  disetor sendisi oleh Wajib Pajak pang memiliki
peredaran bruto tertentu; ataun
b, dipotong ateu dipungut olch Pemotong  ataw
Permungut Pajak vang ditunjuk sebagmi Pemotong
atau Femungut Pajak,
Penystoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf a dilakukan untuk setiap tempat
kegiatan usaha.
Penyetoran Pajak Penghasilan sebapsimans dimalksud
pada avat (1) huruf a dilakukan setiap bulan paling
larna tenggal 15 (lima belss) bolan beribotopa setelah
Masa Pajak bernkhir.
Wajibk Pajak yang melalooken  penyetoran  Pajalk
Penghasilon sebagaimana dimaksied pada apmb (1)
hund a wajilr menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh)
harl setelah Masa Pajak beralchir,
Wajib Pajak vang telah melalokan petrpetorsn Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
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dianggap telah menyampaikan Sural Pemberitahuan
Masa Pajak Penghasilan sasual dengan tangeal validast
Nomor Transaksi Penerimanan Megara yvang tercantum
pada Surat Setoren Pajak afau sarana adoioisirasi
lain yang dipersarmakan dengan Surat Setaran Pajak,
Dalaom hal Wajib Pajak tidak memilik peredaran vasha
pada bulan teriemtu, Wajib  Pajak  tidak wsjib
menyampalkan Surat Pembentanuan Masa,
Pemotong  atau  Pemungul  Pajak scbageimana
dimaksud pada ayat (1] huruf b dalam  kedudulan
sebagai  pemibell  atay  pengguna  jasa melaikan
pemotangan  atau  pemungutan FPajak Penghasilan
berdasarkan Peratuean Pemerinteh Namsar 22 Tahvin
201E dengan tarif sebesar 0,5% {nal koma lima persen)
terhadap Wajth Pajak yang memiliki Surat Keterangan,
dengan ketentuan sebagal berilct:

a-  dilakukan untuk setizp transalesi penjuelan atan
penyeraban  jass  yAng  merupakan  objek
pemotongan alan pemungutan Pajak Penghasilan
seanal  ketenbuan  yeng  mengatur  mengenal
pematongan ateu pemimgutan Pajak Penghasilan;
dan

b, Waib Pajak bersanghuten harms menyverahkan
fotokopi  Sural Keterangan dimaksud kKepada
Pemotong atay Pemungut Prjak,

Pemotong  atau  Pemungut  Pajak  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) buruf b tidak melakukan

pomoongan  atau  pemunguian Pajak  Pooghasilan

Pamal 7% terhedap Wajib Pajek yeng memilild Surat

Keterangan yang melakukan lransaksi:

a  impor; atas

b. pembelian barang,

dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan

fotokopl Burat Keterangan dimaksud kepada Pemotong

atenl Peromgut Pajak.

Brjak yang telah dipotong atau dipungut sehagrimana

dimaksud pada ayat (7] disetor paling lama tanggal
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BAB VIII
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 11

Bentuk dokumen berdpa:

a. pemberitahuan Wajib Pajak memilih dilkenai Pajaik
Penghasilan  berdasarkan  Ketenfuan Umim  Pajak
Penghasilan sebagaimana dimalesud dalam Pasal 3;

. permobonan Surat Keterangan sebagalmana dimakevd
dalam Pasal 5; dan

2. Burat Eeterangan dan surat penolakan permohonan
Surat HKeterangan scbapsimana dimaksud dalam
Pasal 6,

dibngat dengan menggunaikan format sesual dengan contob

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan darl Peraturan Menteri ini-

Paral 12

Poda saat Peraturan Mentert ind muls berdaln, Peratucan
[Menteri Kevangan Nomar 107 /PME.011/2013 ftentang Tata
Cara Penghltungsn, Penystoran, dan Pelaporan  Pajak
Penghasilan atas Peoghasian dar Usaha yang Diterima
ataw Diperolch Wajib Fajak yang Memiliki Peredaran Bruta
Tertenty [Berita Megara Fepublik Indenssia Tahun 2013
Nomar 984, dicabut dan dinyalakan Sdak berlakou.

Pasal 13
Persiuren  Menteri indi mulai  berlabkbu  pada  tanggal
dinndanghkan.
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Agar  setiap  orang  mengetahuinge,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Menter inl dengan penempatannys
dalam Berita Megara Republik Indanesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018
MEKTERI KEUANGAN REFUBLIK INDONESLA,
ted.
SRI MULYARNI "NDRAWAT]

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

DIREETUE JENDERAL
FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM AN HAK ABASI MANLIE1A
REPUBLIK INDONESLA,
ted.
WIDODO EKATIAHIANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1146

Balinuan sesual dmg'an Ay,
Kepala Birg Umum 1
u.b. ey

Flh. Kepala Baglan
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Lampiran 13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013

H=nimbang

Hengingat

M=natapian

Tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib
Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

WEMENTERLAN WELANGAN REPLIBLIN TNDOMNESLA
DIAEXTOAAT JENDEAAL PAJAK

PEAATURAN DIAEXTUA JENDERAL PAIRE
RNOHOR PER-I7/P)/2013

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PAJAK PEMGHASILAN
ATAS PENGHASTLAN DAAT LISAHA YAKNG DITEADHA ATAL DIPEADHLEH
WAIIS PAJAK YAKG MIEMILIKI PEREDAAAN BALUTO TEATENTL
HELALILIL ARILRGAMN TLIAL EAKNDIAT [ATH

DENGAN AAHMAT TUHAN YARKG HAHL ES

DIAEXTUR JENDERAL PALAK,

: batwa untul membarican kemudahan kepsda Wajlh Pajaic arang pritadl dan badan yang memillid peradaran Bruta tertamtu, periu

me=n=tapican Peraturan Dirsidur Jenderal Pajak te=ntang Tata Cara Pemyetoran Pajak P=nghasiian atas Penghasiian darl Usaha vang
Cift=rima atau Dip=ral=h Wajlh Pajak yang Ha=millk] P=redaran Bruta Terbentu Helalul Smjungan Tunal Handind [ATH];

: 1. Undang-Undang Momar § Tyhun 1983 tantang Katantusn Umum dan Tsta Cars Parpaisican (Lambsran Megars Aapubilc Indanasls

Tshun 1353 kamar &3, Tsmbahan Lembaran Megara Repubilc Indan=sia Komar 3257) sehagalmana teiah beberans il diubah
teraichir d=ngan Lindang-LUindang kamar 16 ™hun 2009 (Lembaran Kegara Repubilic Indonssia Tihun 2003 komar 52, Tambahan
L=mbaran kagara A=publlc Indon=sia kamar S593;

2. Undang-Undang komar 7 Tshun 1353 tentang Pajaic Renghasiian (Lembaran kegara A=publlic Indanesia Thun 1353 kamar 50,
Tambahan Lembaran kegara Ae=publlc Indonssla Romor 3253) s=bagalmana teish beberapa kall diubah f=rakhir d=ngan
Undsnglindsng Mamar 35 Tshun 2008 [Lamhsran kagars Rapubilic Indanscts Dshun 2008 Mamar 133, Tsmibshsn Lembsrsn Nagsrs
Rapubilic Indan=cls am.ar 2833);

3. Perstursn Pamerintsh Mamar 45 Dshun 2013 t=ntsng Pajsk Penghssilsn stsc Pe=nghscilsn dsrl Usshs yang Ditsrima stsu
Dip=ral=h Wxjih Pajsi yang H=millid Peredsrsn Bruta Terterty [L=mbsrsn Msgsrs Aapubilc Indanssls Tshun 2013 na 105,
Tsmitatin Lemibatan kegara Aspubilic Indonscis S222);

e

. Peraturan Pe=merintah nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksansan Hak dan Pemenuhan Eowajlban Penpaiaican
[L=mharan Magars Aapubilic Indanssis Tshun 2011 Kamar 152, Tsmibsten Lemibshsn kagsrs Rapubilc Indanscis S2EH);

5. Peraturan Henterd Ks=uangan Romor 107PHE.J11L72013 t=ntang Teta Cara P=nghitungan, P=mystoran dan Pelaparan Pajak

Penghscilsn stas Penghacilsn dsr Lsshs yang Dit=rima sty Dip=ral=h Wajlh Pajsk yang Memilllid Perstsrsn Snta Ferbentu;

Peraturan Menter Keuangan Momaor 134FHE. 03 72007 t=ntang P=n=ntuan Tanggal Jetuh T=mpao P=mbayaran dan Pemystoran

Pajsic, Pensntusn Tempst Pembsysran Pajsi, Pensmtusn Tsnggal Istuh Tempa P=mbsysrsn dan Pempstarsn Pajsi;, Pensntusn

Tempat Pembsyaran Pajsic, dan Tsta Cara Pembsyaran, Pemystoran dsn Pelsporan Pajai, serts Tyta Cara Pengangeuran dan

Penuncasn Pembayaran Fajsi ssbsgalmans taish diutsh dengan Paraturan Hanber Keusngan Mamar 80P 0372010;

7. [Peraturan Henter] Keusngan kamar 98P, 0572008 tentang Modul Pensrimasn ksgara sehagaimans beish beherans bl diutsh

teraichir dengan Peraturan et K=usngan kamar 37/PsIC.05/2007;

B. Peraturan Dinsicur J=nderal Pajai Momar PER-148/P1 2007 tentang Pelsicanssn Hodul Panerimasn ksgars;

9. Peraturan Direidur J=nd=ral Perbendsharsan kMomar PER-TEPE 2005 tentang Penatausahsan Penerimaan Megara Helalul Hodul
Penarimasn Nagsra sahagsimans diutsh d=ngsn Perstursn Dinsitur J=ndarsl Perbendshsrssn Namar PEA-25/P8/2012;

MEMLITLSICAN:

: PERATUARAN DIREXTUR JENDERAL PALLK TENTANG TATA CARL PENYETORAN PALLK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DAAL

LEEaHe YakG DITEADHA ATAU DIFEAHLEH WAILES PALAK YARNG MEHILIET PEAEDARAN BALUMD TEATENTU MELALUL AKNIUINGAN
TUka) MAKNDIAL [ATH)

Pagal 1
Dustam Paraturan Dinsictur Jandars] Pajsi inl, yang dimaisud dengan:

T mdie Dadel memias ads Dedel omme smmes 0L mmemsmems meosms e cmms silmmsl Dedel Desmesmslns cmes smes dee S
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Pasal 1

Dialam Peraturan Dinsictur J=nd=ral Pajai: inl, vang dimaksud dengan:

1. 'Wajlh Pajak adalah Wajlo Pajak vang memillkl peredaran bruta terbentu vang dik=nal Pajak P=nghasiian vang bersiat final
s=bagalmana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah kamor £5 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasiian atas Penghasiian
darl Usaha yvang Dit=rima atau Dip=rol=h Wajlh Pajak vang He=millkl Peredaran Bruto Ferbentu.

2. Pajak P=nghasiian adalah Pajsi P=nghaciian yang dik=naican kepsds VWajld Pajak yang memillicl psredsran bruto terbemtu dan
bercifat final s=hagaimans dimaccud dalam Pacal 2 ayat [1) Peryturan Pemerintsh Bomaor &5 Tshun 2013 te=ntang Pajai
Panghasiian atas Penghasitan darl Lisaha yvang Diterima atay Dipsroleh Wajlh Pajaic yang Hemiliil Peradaran Bruto Fertanty.

3. Buitl Renerimasn Magars yang salanjutnya disingcst AN adslsh Sokumen yang ditarbitican okt Sank Persans] atas transaiks]
penerimaan Magara d=ngan t=raan NTPN dan NTB.

4. [Mindul P=nerimaan Magara yang selamjubmya disingiat P adalah modul pensrimasn yang memust serangikan prossdur muksl
darl pensrimann, pemystoran, psngumpuisn dats, pencatatan, penglichticaran sampal dengan pelsporan yang berhubungan
dengan pen=rimann ksgars dan merupsicn bagian dar Sictem Pensrimasn dan Anggaran ksgara.

5. ATH adalah Asmjungan Tunal Handir.

Pacal 2
‘Wajlh Pajak dapat melaiuian pemy=toran Pajak P=nghasiian meiaiul ATH pada Bank Persepsl vang dibumuk ak=h He=nteri K=uangan.

Rasal 3

[1) Pamyatoran Fajsic Fenghaciian maisiul AT sabagaimans dimaisud dalam Facal 2 dilacuican dengan mamasusian MNEWE, Maca
Faaic dan jumian nominal Fajai Rengnasiian yang akan disayar

[2) Atas pamyatorsn sabsgalmans Jimaksud padas ayat (1), Wajlo Pajsk mansrima 8PN dalsm bantuk ostakan soruk ATH.

[3) Dalam hal tardapat kendala pada mesin ATH sshingga 28N ssbagalmana dimassud pada ayat [2) tidak dapat bercetak atau
ftercataR naMUN thisk capat dibaca, Wajld Fajai dapat maminta o=tak ulang SRN di kantor cabang Sani Parsans] tardsiet.

[4) Progedur cata ulang BAN sabagaimana dimaksud pada ayat [3) disacuslan dsngan prosedur mada Bank Percapcl yang
BErTANgRUTEN.

Pzl 2
[1) BN s=bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, te=rmasuk c=takan ulang dan salinanmya, meanupaian sarana adminkstras] kaln yvang
wsdudukanmya disamakan dangan Surat Setoran Pajak dalam rangis pelaksAnssn ketentusn peraturan pErundang-undsngan
penpafakan.
[2) Apatbila terdapat perbedann antars data pembayaran yang tertera dalam BAN d=ngan data pembayaran menurut HeN, maia
wang dianggan sah adalah data pemberyaran menunst MRk,
[3) 27N sabsgsimans dimaisud dalam Pasal 3 satidsk-tidsimys Mancamtumkan semmen-siamen sabsga] basliut:
a. Nomor Transaics] Pensrimaan Kegara (NTPK);
. Wamaor Transaics] Bank [NTE];
. omear Pakak VWadlh Pajak [HPWP);
. Wama VWajlh Fajai;
. Wode Akun Pajsic;
Kods d=nlks Satoran;
. s Pajai;
. Tahun Pajak;
I. Wnggal trancaksl; dan

= R R L

1. Jumish nominal p=mbaryaran.

Pacsl 5

Pemys=toran Pajak Penghasiian melsiul ATH sebagalmana dimaicsud dalam Pasal 2 diadministrasiican s=bagal penerimaan kagara
dengan Kods Akun Pajak 211123 [PPh Final) dan Kode J=nis S=toran 420 [PPh Final Pasal 4 ayat [2) atas Penghasiian dar Usaha vang
Cift=rima atau Dip=ral=h Wajlh Pajak yvang Hemillkd P=redaran Brubo Terbeniu) .

Pazal &
Peraturan Dérsktur J=ndoral Pajak inl mulal beriaioy pads tanggal dit=tapican.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 14.

110

Transkip Wawancara

Nama Narasumber  : Ibu Prihani Dwi (Direktur CV.Kecantikan)

Hari, Tanggal
Jam

Disusun Jam

: Senin, 04 Maret 2019
:10.00 - 11.30 WIB
:19.00 — 20.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruangan Direktur CV. Kecantikan

Topik Wawancara  : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

Narasumber

Pewawancara

. Assamualaikum wr wb. Mohon maaf menggangu waktunya ibu,
saya boleh melakukan wawancara untuk kebutuhan Tugas Akhir
saya bu?

: Walaikumsalam wr wb. Oh iya mbak boleh silahkan duduk sini

: Begini bu, saya kan melakukan magang disini, sudah melakukan
penelitian juga terhadap pajak apa saja yang ada disini.

: Oh iya terus rencananya mau ambil judul apa mbak?

: Saya mau mengambil judul pajak yang berkaitan dengan pajak
penghasilan final bu. Kalau boleh saya izin, apakah boleh saya
memakai data CV ini untuk saya jadikan bahan Tugas Akhir?

: Ya boleh-boleh saja mbak, tapi saya minta untuk menjaga
kerahasiaan data. Kalau bisa ya silahkan

: Enggeh bu, nanti data yang berkaitan dengan CV. Kecantikan
saya sensor namanya. Oh nggeh bu, untuk penghitungan pajak
penghasilan final ini bagaimana nggeh? Apa ada bagiam sendiri
yang menghitung?

: Yasudah kalau begitu mbak, minta saja data-data di mbak Dewi
bagian Administrasi disini. Dia yang punya data-data terkait CV.
Kecantikan. Kalau masalah penghitungan pajak sendiri biasanya
bagian perpajakan mbak yang menghitung, itu datanya dari
penjualan yang ada di data kasir

. Enggeh bu, nanti saya minta ke Mbak Dewi. Oh ada bagian

sendiri nggeh bu. Oh iya bu, saya juga mau bertanya tetapi mohon
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maaf sebelumnya. Saya mau bertanya untuk masalah penyetoran
pajak penghasilan final ini kan mohon maaf untuk beberapa bulan
ada yang terlambat dalam setoran. Untuk batasnya kan tanggal 15
bulan berikutnya bu, itu bagaimana? Apakah tidak ada denda?

Narasumber : Bagaimana ya mbak, saya sendiri bingung. Hehe. Soalnya kami
juga tidak pernah dapat surat teguran terlambat. Jadi kami juga
nggak pernah membayar denda itu.

Pewawancara : Oalah nggeh bu, jadi dibiarkan begitu saja nggeh bu? Lalu untuk
pelaporan bagaimana bu?

Narasumber : lya mbak. Untuk pelaporan memang tidak ada lapor mbak, sudah
dianggap melapor kan. Jadi sedikit lebih simpel mbak saya hehe

Pewawancara : Baik bu, saya tulis nggeh nanti untuk saya jadikan lampiran
wawancara saya dengan ibu.

Narasumber : lya mbak, tapi tolong disamarkan ya data-datanya. Sudah ada
yang ditanyakan lagi? Kalau ada kesulitan bisa tanya-tanya ke saya
atau mbak Dewi ya.

Pewawancara : Sampun bu. Terimakasih bu atas wawancara dan waktunya.

Narasumber : lya mbak sama-sama

Pewawancara : Permisi bu, Wasalamualaikum wr wb

Narasumber : Walaikumsalam wr wb
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Lampiran 15. Perhitungan Peredaran Bruto Usaha

Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
dan PP 23 Tahun 2018 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Tahun : 2018
Nama
NPWP
Alamat
No.| NPWP Tempat Usaha Alamat Peredaran Bruto PPh Final Dibayar
KPP Lokasi (Rp) (Rp)
a | 2 K3 L3 : 2
1| 03.160.788.0-626.000 |ji. SENTOT PRAWIRODIRJO
No. 81, JEMBER

Masa Pajak :
Januari . Rp 101.101.990 | Rp 1.011.020
Februari Rp 184.840.389 | Rp 1.848.404
Maret Rp 110.493.200 | Rp 1.104.932
April Rp  157.469.555 | Rp 1.574.696
Mei Rp  150.017.630 | Rp 1.500.176
Juni Rp  152.179.216 | Rp 1.521.792
Juli Rp 211.590.880 | Rp 1.057.954
Agustus Rp  188.663.360 | Rp 943.316
September Rp 172.423.900 | Rp 862.119
Oktober Rp  193.654.425 | Rp 968.272
November Rp 128.156.508 | Rp 640.782
Desember Rp  233.408.646 | Rp 1.167.043

JUMLAH Rp 1.983.999.699 | Rp 14.200.506

JEMBER, 1 MARET 2019
mANDA TANGAN, NAMA DAN CAP
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Lampiran 16. Cetakan Kode Billing Bulan Desember 2018

CETAKAN KODE

BILLING
TX No : A19287280029
NPWP
NAMA
ALAMAT
KOTA : KAB. JEMBER
NOP Do-
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 420 - PPh Final Ps.4(2) ats penghasilan yg memiliki peredaran bruto
MASA PAJAK : 242
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN D o-
JUMLAH SETOR : Rp. 1.167.043
TERBILANG : Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah
URAIAN Do
NAMA PENYETOR
NPWP

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 019012283838153
MASA AKTIF : 13/02/2019 08:43:18

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing
dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya
tercantum di dalamnya.
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Lampiran 17. Cetakan Kode Billing Bulan Februari 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. CETAKAN KODE
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

TX No : A19292921866

NPWP

NAMA

ALAMAT

KOTA : KAB. JEMBER

NOP o

JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final

JENIS SETORAN 1 420 - PPh Final Ps.4(2) ats penghasilan yg memiliki peredaran bruto

MASA PAJAK : 0202

TAHUN PAJAK : 2019

NOMOR KETETAPAN g o

JUMLAH SETOR : Rp. 1.041.642

TERBILANG : Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah

URAIAN Y

NAMA PENYETOR

NPWP

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING 1 019030356341711
MASA AKTIF : 03/04/2019 13:30:56

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing
dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya
tercantum di dalamnya.
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Lampiran 18. Surat Setoran Bank Pajak Penghasilan Final

06/03/2019 10:57:57 a4

PENBAYARAN 50012 1DR PAJAK/PNBR/CUKAL

HOUOR TRANKSAKSI 1 5621131903061056034010
TANGGAL, HAKTU TRANSAKST T 06/03/2019 10:57:57 B

#UE IEANII?S : ool 50012 TR PAJAK/PNBR/CUKAT

STATUS TRASAKS : s

BUKTL PERERTHAAN NEGARA : PENERTHAAN PAJAK

OATA PERBRYARN o

IANCOAL DANJRM BaYAR . ¢ Brmaraqo to:es:21

TANGGAL BUKU S 0p/037

KOUE CABANG BANK ;008

i ¢ 000000979506

NTPN BT e

B serona 5

KODE BILLING

Nriiy

NAUA WAJIE PAJAK

ALAMAT

e

JENTS SETORAN : fijtas

HASA PAJAK : 02022019

HOHOR KETETAPAN . : 060000000000000

JUHLAY SETORAR RE. 1,041,542, 00

HATA UANG 108

TERBILANG SATU JUTA ENPAT PULUN SATU RTBU ENAK RATUS EMPAT PULUN DU
FhHiEE KEFERANGAN - HOMEHAL ~FAG HHAN HETA-URNG
g TOTAL i

JUMLAH TAGIHAN 11,041,642,

AONIN BANK :E;. 5"“2 f

TOTAL BAYAR 11,041, 642.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

k:
2 71 02 06/03/2019 10:57:57 A 7%4
PRIAK/PRBP/CURRL [OR'1, 021,64 R
i 5?50%%%55%%03&41 10R 1,(541 642.00 R
CUSTOHEP CHARGE TDR

030356341 ?ﬂ PENERTHARN PAJAK

115
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Lampiran 19. Surat Setoran Mobile Banking Pajak Penghasilan

cayaan Anda telah
Aandiri Online.
masi transaksi yang telah

2019 10:39:50
ayaran Heii poesreeattarm tytts

PRATIWI - 9000021933750

AJAK/PNBP/CUKAI

2283838153
167,043.00

: Puluh Tiga Rupiah

129767755477
isil
ja untuk menyimpan email ini ‘

e ransaksi Anda. Semoga
at bagi Anda.

v?belm"mﬂmn\g
faji>y Pajak yang namanya
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